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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUNA BARAT

Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, Kepala Daerah Wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk

memperoleh persetujuan Bersama;
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Mengingat

b bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang
dijabarkan ke dalam kebijakan umum perubahan anggaran serta perubahan prioritas plafon anggaran
sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 10 September tahun
2024;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi
Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5561);

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT
dan
BUPATI MUNA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN ANGGARAN 2024

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Muna Barat.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara.

Daerah adalah Kabupaten Muna Barat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang

ditetapkan dengan Perda.
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10.

11.

12,

13.

14.

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun
anggaran berkenaan.

Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang
dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan
kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan
dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka
pelaksanaan Desentralisasi.

Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan
kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah.

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam
periode tahun anggaran berkenaan.

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik
pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran
anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar

modalnya dimiliki oleh Daerah.



Pasal 2
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp. 762.605.454.541 (tujuh ratus enam puluh
dua miliar enam ratus lima juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp.
22.536.187.433 (dua puluh dua miliar lima ratus tiga puluh enam juta seratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh
tiga rupiah) sehingga menjadi Rp. 740.069.267.108 (tujuh ratus empat puluh miliar enam puluh sembilan juta dua ratus enam
puluh tujuh ribu seratus delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

(1) Pendapatan daerah

a. Semula Rp 670.192.630.887

b. Bertambah /(Berkurang) Rp. 57.912.562.047

Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp. 728.105.192.934
(2) Belanja Daerah

a. Semula Rp. 762.605.454.541

b. Bertambah /(Berkurang) Rp. (22.536.187.433)

Jumlah Belanja setelah perubahan Rp. 740.069.267.108

(3) Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula Rp. 92.412.823.654
2) Bertambah/(Berkurang) Rp (80.448.749.480)
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp. 11.964.074.174

b. Pengeluaran Pembiayaan
1) Semula Rp. O
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0)
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Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp. O

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), bersumber dari :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah

1) Semula Rp.

2) Bertambah /(Berkurang) Rp.

35.727.453.000
1.000.000.000

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan
b. Pendapatan Transfer

1) Semula Rp.

2) Bertambah /(Berkurang) Rp.

Rp. 36.727.453.000

620.632.691.000
50.887.318.588

Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1) Semula Rp

2) Bertambah /(Berkurang) Rp.

Rp. 671.520.009.588

. 13.832.486.887
6.025.243.459

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan

Pasal 4

Rp. 19.857.730.346

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Daerah
1) Semula Rp
2) Bertambah /(Berkurang) Rp.

. 13.150.000.000

0)
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Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp. 13.150.000.000
b. Retribusi Daerah

1) Semula Rp. 1.650.000.000

2) Bertambah /(Berkurang) Rp. 0)

Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp. 1.650.000.000
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan

1) Semula Rp. 522.763.000

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0)

Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan setelah perubahan Rp. 522.763.000
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula Rp. 20.404.690.000

2) Bertambah /(Berkurang) Rp. 1.000.000.000

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah perubahan Rp. 21.404.690.000

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

1) Semula Rp. 597.787.691.000

2) Bertambah /(Berkurang) Rp. 50.014.874.000

Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan Rp. 647.802.565.000
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

1) Semula Rp. 22.845.000.000

2) Bertambah /(Berkurang) Rp. 872.444.588

Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah setelah perubahan Rp. 23.717.444.588
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(38) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf ¢, bersumber dari:

a. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

1) Semula Rp. 13.832.486.887
2) Bertambah /(Berkurang) Rp. 6.025.243.459
Jumlah Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Rp. 19.857.730.346

Perundang-Undangan setelah perubahan

Pasal 5
Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2, terdiri atas:

a. Belanja Operasi

1) Semula Rp. 527.061.768.675

2) Bertambah /(Berkurang) Rp. (9.954.176.235,52)

Jumlah Belanja Operasi setelah perubahan Rp. 517.107.592.439,48
b. Belanja Modal

1) Semula Rp. 123.428.929.511

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. (17.316.973.197,48)

Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp. 106.111.956.313,52
c. Belanja Tidak Terduga

1) Semula - Rp. 4.507.772.355

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 1.070.880.000

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp. 5.578.652.355



d. Belanja Transfer
1) Semula
2) Bertambah /(Berkurang)

Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

a. Belanja Pegawai
1) Semula
2) Bertambah /(Berkurang)

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula
2) Bertambah /(Berkurang)

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan

c. Belanja Subsidi
1) Semula
2) Bertambah /(Berkurang)

Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan

d. Belanja Hibah
1) Semula
2) Bertambah/(Berkurang)

Pasal 6

Rp. 107.606.984.000

Rp. 3.664.082.000
Rp. 111.271.066.000

Rp. 278.541.175.471

Rp. (29.755.354.311,72)
Rp. 248.785.821.159,28

Rp. 184.016.510.684

Rp. 37.091.815.246,20
Rp. 221.108.325.930,20

Rp. 1.000.000.000
Rp. (1.000.000.000)
Rp. O

Rp. 54.887.537.220
Rp. (14.288.984.870)




Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp. 40.598.552.350

e. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula Rp. 8.616.545.300
2) Bertambah /(Berkurang) Rp. (2.001.652.300)
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Rp. 6.614.893.000

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah

1) Semula Rp. 1.150.000.000

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. (600.000.000)

Jumlah Belanja Modal Tanah setelah perubahan Rp. 550.000.000
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

1) Semula Rp. 23.882.348.019

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 7.566.919.512,80

Jumlah Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan Rp. 31.449.267.531,80
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

1) Semula Rp. 55.848.039.156

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. (20.443.420.785)

Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah perubahan Rp. 35.404.618.371
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

1) Semula Rp. 40.226.242.836

2) Bertambah /(Berkurang) Rp. (7.750.908.635,28)

Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi setelah perubahan Rp. 32.475.334.200,72
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e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
1) Semula
2) Bertambah/(Berkurang)
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan
f. Belanja Modal Aset Lainnya
1) Semula
2) Bertambah /(Berkurang)
Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya setelah perubahan
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, yaitu
1) Semula
2) Bertambah/(Berkurang)
Jumlah Belanja Belanja tidak terduga setelah perubahan

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja Bantuan Keuangan
1) Semula
2) Bertambah/(Berkurang)

Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3, terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula

Rp.

Rp.

1.572.299.500
3.090.436.710

Rp.

Rp.

Rp. 4.662.736.210

750.000.000
820.000.000

Rp.

Rp. 1.570.000.000

. 4.507.772.355

1.070.880.000

Rp.

Rp.

Rp. 5.578.652.355

107.606.984.000
3.664.082.000

Rp. 111.271.066.000

Rp. 92.412.823.654



2) Bertambah/(Berkurang) Rp. (80.448.749.480)

Jumlah Penerimaan Pembiayaa setelah perubahan Rp. 11.964.074.174
b. Pengeluaran Pembiayaan
1) Semula Rp. O
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0)
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp. O
Pasal 8

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat
melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam
peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Muna Barat Tahun Anggaran 2024.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran
berjalan;

b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta

amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
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d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah
dan atau masyarakat.
Pasal 9
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD Perubahan yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan;
Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,

Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta
Hasil dan Sub Kegiatan beserta Sub Keluaran;

5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan

Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Rekapitulas Belanja untuk Pemenuhan SPM,;

7. Lampiran VII Sinkronisasi Program Pada RPJMD/RPD dengan APBD;

8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Pada RKPD Dan PPAS;

9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Dengan Program Prioritas
Kabupaten/Kota;

10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan,;

11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;

12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
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13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset tetap daerah serta daftar perkiraan penambahan

dan pengurangan aset lain lain;

14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali
dalam tahun anggaran yang direncanakan;

15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan;

16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 10
Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diatur

dengan Peraturan Bupati.



Pasal 11
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam

Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat.

Ditetapkan di Laworo

Diundangkan di Laworo
pada tanggal 19 Oktober 2024
SPKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT,

USEIN TALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2024 NOMOR &



DAFTAR ISI

Halaman
HAIAMAN JUAUL ...tttk a ekt e ket 42t £k £ e £ e 4R E £ £ ohE £ 4k H e 4 bt e 4 h b £ ek et oAbt eeh bt ek et ekt e e bt e e bn e e b et e i
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 .................. I
D= g I T O T TSP PO T R P PR PP OVPTUPRUPROTIS Xvii

Lampiran |

Lampiran |1

Lampiran 111

Ringkasan APBD Perubahan yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan

TaANUN ANGUAIAN 2024 ...ttt ekttt h bt e ke ekt e 4R b £ ekt oAb e e R b £ ekt b e e R bt e R et bt e Rt e b e et b e ntee s 1

Ringkasan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi T.A 2024.................... 3

Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis

Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 ............cocieiiiiieiiieiie et 19
O B =TS =T o [ o 1 R STRR 19
O B T S N TT=] o o R STRTR 41
1.01.03. Rumah SakKit UmUM DaraN...........cooiiieiiii it stae et e et a e e nne e e snta e e anteeeanseeeanes 110
1.01.04. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RUBNG ...........ooiuieiiiiiiiiiieiiie ettt 126
1.01.05. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan ............cccooeiiiiiiinieiiie e 138
1.01.06. Satuan POliSi PAMONG Praja........ccuieiiiieiiiieiiiei et s et e s e e et e et e e et e e et e e e snae e e sssaeesnsaeesnseeeanseeeanes 149
1.01.07. Badan Penanggulangan Bencana Daerah .............ccuooiuiiiiiiii i 157
1.01.08.  DINAS SOSIAL ....eeteiiiieiiie ettt ettt ettt et R e R ettt R bbb bt e n bt e rb e te e nbe e 170
1.01.09. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan ANaK ............ccceiiireiiieeiiiee e siee e siee s 199
1.01.010. Dinas Ketahanan PanQan ...........cocuuieiiire oot e s e st e st e e st e e st e e s ta e e e staeeassbeeassbeeesssaeesnseeeanseeeanteeeanns 220



1.01.011.
1.01.012.
1.01.013.
1.01.014.
1.01.015.
1.01.016.
1.01.017.
1.01.018.
1.01.019.
1.01.020.
1.01.021.
1.01.022.
1.01.023.
1.01.024.
1.01.025.
1.01.026.
1.01.027.
1.01.028.
1.01.029.
1.01.030.
1.01.031.
1.01.032.

Dinas LINGKUNGAN HIAUP ...oviiiiiiiee et s e e e st e e e st e e e e s bt a e e s s b a e e e snaeeas 233

Dinas Kependudukan dan Pencatatan SIPil.............ooo oo 243
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan DESa............cuueiiuieiiiieiiiiiee e 261
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga BErenCana............coouuieiiiieiiiieiiiie e 268
DINAS PEINUDUNGAN ...ttt ettt b ekttt e st ettt e e b e e 293
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian ................eviviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeieieeeeeseeesesessssesseeeens 304
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah .............coooiiiiiiioii e 321
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PINtU...........ccceiiieiiiiiieiiiecee e 330
Dinas Kepemudaan dan OlaNIaga. ............coiuiiiiiiiii e 337
Dinas Perpustakaan dan KEAISIPAN ...........uoiuiiiiiiiieiie ettt ettt et et et e e enbe e e 365
Dinas Kelautan dan PeIIKANAN...........cuuiiiiie e eciie e sie s ee e see et e e te e et e e et e e e srae e e s neeeessaaeesnseeesnseeeanseeeanes 373
Dinas Pariwisata dan EKONOMI KIEALIT ..........cuviiiiieiiie s e e e e e e 387
[t o= o - o OSSPSR 403
Dinas Perdagangan dan PeriNQUSTIIAN............ioiiiiiieiiieiie ettt ettt 419
Dinas Transmigrasi dan TeNAGA KEIJa.......couiiiiiiii ittt 429
LI L T LD 1= o OSSP 432
SEKIELANTAL DPRD ... ceiiiiiiie ittt ettt e e st e b e e e bt e e R bt e e b bt ekt e e s bt e e bb e e bt et e e anb e nree s 448
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah .............ccooiviiiiieiiiie e 471
Badan Keuangan dan ASEt DABIAN...........c.uiiiiiiiiiie ittt e e et e e e e e e e rre e 492
Badan Pendapatan Daerai...........c..eeiiiiiiiiie et e e e e nra e 512
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.............cccveeiireeiiieeiiiiee e sieeesieeesieee s 524
Lo 1=] Q0] -SSR 541



Lampiran IV

Lampiran V

Lampiran VI

Lampiran VII
Lampiran VIII

1.01.033. KeCamatan SAWETIGATT ........cceiiiieiee ittt ettt s e e e et e e e e st e e e e e a b e e e e e saba e e e e e e st b e e e e s aabbe e e e s sssb e e e e e annaees 551

1.01.034. KeCAMALAN BATANGKA ... ..eieiuiieeiiiiieitite sttt ettt ettt e sttt e e sst e e et e e e bt e e e tb e e e b eeeeabbeeesmbeeeasbeeeanseeeanseaeanteeeanns 554
1.01.035. Kecamatan KUSAMD .........ooiiiiieiiiie ettt e et e et e e e anb e e e anb e e e snbe e e anbeeeanteeeenes 561
1.01.036. Kecamatan TIWOI0 KEPUIAUAN ........coviiiiiiieiiiie ettt ettt ettt e sttt e e srb e e e ase e e e enaeeeanteeeanseee s 573
1.01.037. KECAMALAN LBWA. ... .eiieiiieiie ettt ettt ettt e ettt e oo ekttt e oo ekt et e e e 4 bbb £ e e e e bbbt e e e ek bb e e e e e ehbbe e e e s embbe e e e e nnbbe e e e e nnnbneas 578
1.01.038. Kecamatan TIWOI0 TENGAN ........oiiiiiiiiiiie ittt ettt et ettt e st e bt e ke et eeebr e e nbeeanne e 589
1.01.039. KeCamatan TIWOI0 ULAIA ........uieiiiieiiiieiiiiesiitie ettt et e st e et e e ss e e et e e e te e e e bb e e s bt e e e anbeeessbeeesnbeeeanseeeanseeeanes 593
1.01.040. Kecamatan TIWOI0 SEIATAN........cccuuieiiiieiiie et e e e et e et e e et e e srbe e e ssteeesnseeeanseeeanseeeanes 597
1.01.041. KECAMALAN IMAGINTE .....veeitieiee ettt ekttt ettt e bt e b et et e e s bt e ket et e e sb e e nbeeebeeanne e 603
1.01.042. KeCAMALAN WATAGA. ... ceteietiiiiieitit ettt ettt b ekttt e bt e b et et e e st e ket e bt e e st e e nbe e e nbeeanne e 610
1.01.043. Kecamatan Napan0 KUSAIMDI .........uiiiiiiiieiiieiie ettt ettt et et e e nbb e nbeeanbe e 616
1.01.044. Badan Kesatuan Bangsa Dan PONTIK ..........cccuioiiiiiiiiii e 621

Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub

Kegiatan Beserta Sub Keluaran Kab. Muna Barat Tahun Anggaran 2024 ............cccccoiiiiiieiiieniieeiie e 632
Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2024 ............ccoioiiiiiieiieeiieiie e 1131
Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM Tahun Anggaran 2024 ...........ccceeiiieeiiieeiiiee e see e see e svee e 1136
Sinkronisasi Program Pada RPJMD/RPD dengan APBD Tahun Anggaran 2024 .............ccccveevivveeiiieesiieesiiee s 1145
Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada RKPD dan PPAS dengan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun
ANGUATAN 2024 ...ttt e e e e e E bttt e e e e e e oo b b ettt e e e e e e bbb et e e e e e e e n bbb rae s 1162

Xix



Lampiran IX

Lampiran X
Lampiran XI
Lampiran XII
Lampiran XIlI
Lampiran XI11
Lampiran XIV

Lampiran XV
Lampiran XVI

Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota Tahun

ANGQAIAN 2024 ...ttt e £ e e E et e e e hE et e e oo R R e £ £ e e oA R R e e e oo aR R b et e e o aREh e e e e e aEbe e e e e antbe e e e e annes 1331
Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan Tahun Anggaran 2024 ...........ccccoiiieiiie e e 1334
Daftar Piutang Daerah Tahun ANgQaran 2024.............eee it e e et e et e e e srb e e e anbeeeanbeeeanneeeanneas 690
Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Anggaran 2024 ............cooioiiiiieiiieniee e 691
Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah Tahun Anggaran 2024............cccccoeviieiieennennnn. 692
Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya Tahun Anggaran 2024 .............ccccceviieiiiiiieninienneenn, 692
Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Dalam Tahun Anggaran Ini
TANUN ANGQATAN 2024 ...ttt ekttt etttk e a ekt e £t e 4R b £ e kbt e bbbt Rt e b et et e R bt et et e e nree s 693
Daftar Dana Cadangan Tahun ANGQAran 2024 ...........ooueeiuieiee ittt ettt b et e bt nee e 694
Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Tahun Anggaran 2024 .............cooiiiiieiiieiiie e 694

XX



Lampiran | : Peraturan Daerah
Nomor : 5 Tahun 2024
Tanggal : 29 Oktober 2024

KABUPATEN MUNA BARAT
RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

JUMLAH (Rp)
KODE URAIAN BERKURANG/BERTAMBAH
SEBELUM (Rp) SESUDAH (Rp)
1 2 3 4 5

4 PENDAPATAN DAERAH
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 35.727.453.000,00 36.727.453.000,00 1.000.000.000,00
4.1.01 Pajak Daerah 13.150.000.000,00 13.150.000.000,00 0,00
4.1.02 Retribusi Daerah 1.650.000.000,00 1.650.000.000,00 0,00
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 522.763.000,00 522.763.000,00 0,00
4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 20.404.690.000,00 21.404.690.000,00 1.000.000.000,00
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 620.632.691.000,00 671.520.009.588,00 50.887.318.588,00
4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 597.787.691.000,00 647.802.565.000,00 50.014.874.000,00
4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 22.845.000.000,00 23.717.444.588,00 872.444.588,00
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 13.832.486.887,00 19.857.730.346,00 6.025.243.459,00
43.03 'l;zirr‘l;r']":jgn';?m%‘;ig";‘nsesuai dengan Ketentuan Peraturan 13.832.486.887,00 19.857.730.346,00 6.025.243.459,00

Jumlah Pendapatan 670.192.630.887,00 728.105.192.934,00 57.912.562.047,00
5 BELANJA DAERAH
51 BELANJA OPERASI 527.061.768.675,00 517.107.592.439,48 -9.954.176.235,52
5.1.01 Belanja Pegawai 278.541.175.471,00 248.785.821.159,28 -29.755.354.311,72
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 184.016.510.684,00 221.108.325.930,20 37.091.815.246,20
5.1.04 Belanja Subsidi 1.000.000.000,00 0,00 -1.000.000.000,00
5.1.05 Belanja Hibah 54.887.537.220,00 40.598.552.350,00 -14.288.984.870,00
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 8.616.545.300,00 6.614.893.000,00 -2.001.652.300,00
5.2 BELANJA MODAL 123.428.929.511,00 106.111.956.313,52 -17.316.973.197,48
5.2.01 Belanja Modal Tanah 1.150.000.000,00 550.000.000,00 -600.000.000,00
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 23.882.348.019,00 31.449.267.531,80 7.566.919.512,80
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 55.848.039.156,00 35.404.618.371,00 -20.443.420.785,00
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 40.226.242.836,00 32.475.334.200,72 -7.750.908.635,28
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1.572.299.500,00 4.662.736.210,00 3.090.436.710,00
5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 750.000.000,00 1.570.000.000,00 820.000.000,00
5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 4.507.772.355,00 5.578.652.355,00 1.070.880.000,00
5.3.01 Belanja Tidak Terduga 4.507.772.355,00 5.578.652.355,00 1.070.880.000,00
5.4 BELANJA TRANSFER 107.606.984.000,00 111.271.066.000,00 3.664.082.000,00
5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 107.606.984.000,00 111.271.066.000,00 3.664.082.000,00

Jumlah Belanja 762.605.454.541,00 740.069.267.108,00 -22.536.187.433,00

Total Surplus/(Defisit) -92.412.823.654,00 -11.964.074.174,00 80.448.749.480,00
6 PEMBIAYAAN DAERAH
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 92.412.823.654,00 11.964.074.174,00 -80.448.749.480,00

Lampiran : Hal 1




JUMLAH (Rp)

KODE URALAN BERKURANG/BERTAMBAH
SEBELUM (Rp) SESUDAH (Rp)
1 z a 4 5
6.1.01 Siga Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebalsmnyn S2.412 823654 00 11.964.074.174,00 580,448,740 480,00
Jumish Pangebiaran Pembisyaan .00 0,00 000
Pemblaysan Netto 92.412.623.654,00 11.964.074.174,00 -50.848,749 480,00
6.3 5ina Labii Porbiayasn Anggaran Dasssh Tahun Badkenzan (SILPA) 000 0.00 008

Lampiran : Hal 2




KABUPATEN MUNA BARAT

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran Il :

Peraturan Daerah

Nomor : 5 Tahun 2024
Tanggal : 29 Oktober 2024

Kode

Urusan Pemerintah Daerah

Pendapatan

Belanja

Operasi

Modal

Tidak Terduga

Transfer

Sebelum

Sesudah

Sebelum

Sesudah

Sebelum

Sesudah

Sebelum

Sesudah

Sebelum

Sesudah

Jumlah Sebelum

Jumlah Sesudah

Bertambah/Berkurang

URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR

1.100.000.000,00

1.100.000.000,00

173.693.324.061,00

156.868.518.346,00

10.401.035.330,00

5.720.740.736,00

0,00

0,00

0,00

0,00

184.094.359.391,00

162.589.259.082,00

-21.505.100.309,00

14

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

0,00

0,00

5.218.288.637,00

4.593.364.817,00

1.600.564.500,00

1.426.241.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.818.853.137,00

6.019.605.817,00

-799.247.320,00

14

2.14.0.00.0.00.13.0000

Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana

0,00

0,00

5.218.288.637,00

4.593.364.817,00

1.600.564.500,00

1.426.241.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.818.853.137,00

6.019.605.817,00

-799.247.320,00

17

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KOPERASI,
USAHA KECIL, DAN
MENENGAH

0,00

0,00

5.484.452.554,00

3.338.336.173,00

15.500.000,00

18.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.499.952.554,00

3.356.336.173,00

-2.143.616.381,00

17

2.17.0.00.0.00.16.0000

Dinas Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah

0,00

0,00

5.484.452.554,00

3.338.336.173,00

15.500.000,00

18.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.499.952.554,00

3.356.336.173,00

-2.143.616.381,00

URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN
DASAR

14.932.486.887,00

20.957.730.346,00

153.583.685.169,00

163.196.542.232,20

103.526.447.402,00

85.469.721.235,52

0,00

0,00

0,00

0,00

257.110.132.571,00

248.666.263.467,72

-8.443.869.103,28

02

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

14.032.486.887,00

20.057.730.346,00

85.629.373.885,00

97.897.808.602,20

28.265.879.150,00

27.558.455.911,80

0,00

0,00

0,00

0,00

113.895.253.035,00

125.456.264.514,00

11.561.011.479,00

02

1.02.0.00.0.00.02.0007

PUSKESMAS TIWORO
TENGAH

0,00

0,00

1.412.361.700,00

1.376.800.382,40

0,00

61.916.220,60

0,00

0,00

0,00

0,00

1.412.361.700,00

1.438.716.603,00

26.354.903,00

01

0,00

0,00

150.546.650.125,00

136.073.643.727,00

36.897.663.840,00

34.110.394.930,00

0,00

0,00

0,00

0,00

187.444.313.965,00

170.184.038.657,00

-17.260.275.308,00

01

1.01.2.22.0.00.01.0017

SMPN 1 TIKEP

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01

1.01.2.22.0.00.01.0023

SMPN 1 TIWORO UTARA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

UNSUR PEMERINTAHAN
UMUM

0,00

0,00

33.329.322.445,00

33.404.519.852,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33.329.322.445,00

33.404.519.852,00

75.197.407,00

01

KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK

0,00

0,00

33.329.322.445,00

33.404.519.852,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33.329.322.445,00

33.404.519.852,00

75.197.407,00

01

8.01.0.00.0.00.08.0000

Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik

0,00

0,00

33.329.322.445,00

33.404.519.852,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33.329.322.445,00

33.404.519.852,00

75.197.407,00

UNSUR PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN

653.710.144.000,00

705.597.462.588,00

55.634.998.611,00

53.835.530.022,28

897.961.125,00

6.077.756.650,00

4.507.772.355,00

5.578.652.355,00

107.606.984.000,00

111.271.066.000,00

168.647.716.091,00

176.763.005.027,28

8.115.288.936,28

Lampiran : Hal 3



Belanja

Pendapatan
Kode Urusan Pemerintah Daerah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer
Jumlah Sebelum Jumlah Sesudah Bertambah/Berkurang
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah
03 EE'C'ET"ID'_"*;ANN DAN 0,00 000 | 393584253900 | 5.249.270.343,00 0,00 681.685.200,00 0,00 0,00 0,00 000 | 393584253900 | 5.930.955.543,00 1.995.113.004,00
Badan Kepegawaian dan
03 | 5.03.5.04.0.00.29.0000 | Pengembangan Sumber 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Daya Manusia
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
D R AN 14.932.486.887,00 | 20.957.730.346,00 | 153.583.685.169,00 | 163.196.542.232,20 | 103.526.447.402,00 | 85.469.721.235,52 0,00 0,00 0,00 0,00 | 257.110.132.571,00 | 248.666.263.467,72 -8.443.869.103,28
DASAR
01 . 0,00 0,00 | 150.546.650.125,00 | 136.073.643.727,00 | 36.897.663.840,00 | 34.110.394.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 187.444.313.965,00 | 170.184.038.657,00 -17.260.275.308,00
01 | 1.01.2.22.0.00.01.0014 | SMPN 1NAPANO KUSAMBI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 | 1.01.2.22.0.00.01.0030 | SMPN 1 TIWORO SELATAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 | 1.01.2.22.0.00.01.0003 | SMPN 1 WADAGA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 LBJIFI;L/’A?QNKPEES'\SRA'}\‘/KHAN 14.032.486.887,00 | 20.057.730.346,00 | 85.629.373.885,00 | 97.897.808.602,20 | 28.265.879.150,00 | 27.558.455.911,80 0,00 0,00 0,00 0,00 | 113.895.253.035,00 | 125.456.264.514,00 11.561.011.479,00
02 | 1.02.0.00.0.00.02.0001 | PUSKESMAS LAILANGGA 0,00 000 | 1.319.370.200,00 | 1.382.503.515,00 0,00 64.963.851,00 0,00 0,00 0,00 000 | 1.319.370.200,00 |  1.447.467.366,00 128.097.166,00
01 . 0,00 0,00 | 150.546.650.125,00 | 136.073.643.727,00 | 36.897.663.840,00 | 34.110.394.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 187.444.313.965,00 | 170.184.038.657,00 -17.260.275.308,00
01 | 1.01.2.22.0.00.01.0031 | SMPN 2 TIWORO SELATAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK
DA TTAN DenaR N 1.100.000.000,00 |  1.100.000.000,00 | 173.693.324.061,00 | 156.868.518.346,00 | 10.401.035.330,00 |  5.720.740.736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 184.094.359.391,00 | 162.589.259.082,00 -21.505.100.309,00
PELAYANAN DASAR
16 URUSAN PEMERINTAHAN 0,00 000 | 4707.844.713,00 |  3.776.034.943,00 44.379.576,00 79.939.576,00 0,00 0,00 0,00 000 | 475222428900 | 3.855.974.519,00 -896.249.770,00
BIDANG STATISTIK
Dinas Komunikasi,
16 | 2.16.2.20.2.21.15.0000 | Informatika, Statistik dan 0,00 0,00 8.368.000,00 6.718.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.368.000,00 6.718.000,00 -1.650.000,00
Persandian
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
D e 14.932.486.887,00 | 20.957.730.346,00 | 153.583.685.169,00 | 163.196.542.232,20 | 103.526.447.402,00 | 85.469.721.235,52 0,00 0,00 0,00 0,00 | 257.110.132.571,00 | 248.666.263.467,72 -8.443.869.103,28
DASAR
01 . 0,00 0,00 | 150.546.650.125,00 | 136.073.643.727,00 | 36.897.663.840,00 | 34.110.394.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 187.444.313.965,00 | 170.184.038.657,00 -17.260.275.308,00
01 | 1.01.2.22.0.00.01.0018 | SMP SATAP 1 TIKEP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
04 BIDANG PERUMAHAN DAN 0,00 000 | 402038839800 | 3.819.885.026,00 |  1.360.000.000,00 760.000.000,00 0,00 0,00 0,00 000 | 5380388.398,00| 4.579.885.026,00 -800.503.372,00
KAWASAN PERMUKIMAN
04 | 1.04.2.10.0.00.05.0000 | Dinas Perumahan, Kawasan 0,00 0,00 | 3.765.890.398,00 |  3.665.387.026,00 210.000.000,00 210.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 3.975.890.398,00 |  3.875.387.026,00 -100.503.372,00
Permukiman dan Pertanahan
UNSUR PENDUKUNG
NP SAVERIsi I 0,00 000 | 47.037.163.857,00 | 56.992.442.211,00 115.789.500,00 |  2.355.099.500,00 0,00 0,00 0,00 000 | 47.152.953.357,00 | 59.347.541.711,00 12.194.588.354,00

Lampiran : Hal 4




Belanja

Pendapatan
Kode Urusan Pemerintah Daerah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer
Jumlah Sebelum Jumlah Sesudah Bertambah/Berkurang
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah
01 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 0,00 | 20.382.439.899,00 | 28.816.008.475,00 113.017.500,00 |  1.921.182.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 20.495.457.399,00 | 30.737.190.975,00 10.241.733.576,00
01 | 4.01.2.23.2.24.25.2509 Eggg‘: dg;‘r'f Layanan 0,00 0,00 902.395.000,00 |  1.131.757.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 902.395.000,00 |  1.131.757.000,00 229.362.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN 14.932.486.887,00 | 20.957.730.346,00 | 153.583.685.169,00 | 163.196.542.232,20 | 103.526.447.402,00 | 85.469.721.235,52 0,00 0,00 0,00 0,00 | 257.110.132.571,00 | 248.666.263.467,72 -8.443.869.103,28
DASAR
o1 - 0,00 0,00 | 150.546.650.125,00 | 136.073.643.727,00 | 36.897.663.840,00 | 34.110.394.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 187.444.313.965,00 | 170.184.038.657,00 -17.260.275.308,00
01 | 1.01.2.22.0.00.01.0005 | SMPN 1 BARANGKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 g%‘ﬂ%’“{é@“&iﬁ'ﬁgﬁ”’*“ 14.032.486.887,00 | 20.057.730.346,00 | 85.629.373.885,00 | 97.897.808.602,20 | 28.265.879.150,00 | 27.558.455.911,80 0,00 0,00 0,00 0,00 | 113.895.253.035,00 | 125.456.264.514,00 11.561.011.479,00
02 | 1.02.0.00.0.00.02.0010 | PUSKESMAS PAJALA 0,00 0,00 | 1.370.245.700,00 |  1.277.044.500,00 0,00 40.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.370.245.700,00 |  1.317.244.500,00 -53.001.200,00
02 | 1.02.0.00.0.00.02.0003 | PUSKESMAS BARANGKA 0,00 0,00 | 1.218.995.700,00 |  1.161.908.275,00 0,00 48.828.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.218.995.700,00 |  1.210.736.400,00 -8.259.300,00
o1 ; 0,00 0,00 | 150.546.650.125,00 | 136.073.643.727,00 | 36.897.663.840,00 | 34.110.394.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 187.444.313.965,00 | 170.184.038.657,00 -17.260.275.308,00
01 | 1.01.2.22.0.00.01.0026 3¥:§ASATAP 2 TIWORO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 | 1.01.2.22.0.00.01.0036 | SMPN SATAP 2 MAGINTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UNSUR PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN

653.710.144.000,00

705.597.462.588,00

55.634.998.611,00

53.835.530.022,28

897.961.125,00

6.077.756.650,00

4.507.772.355,00

5.578.652.355,00

107.606.984.000,00

111.271.066.000,00

168.647.716.091,00

176.763.005.027,28

8.115.288.936,28

PENELITIAN DAN

01 P G AN 0,00 000 | 6.708.097.382,00 |  6.942.249.382,00 341.039.475,00 594.600.000,00 0,00 0,00 0,00 000 | 7.049.136.857,00 | 7.536.849.382,00 487.712.525,00
01 | 5.01.5.05.0.00.27.0000 | B2dan Perencanaan dan 0,00 0,00 459.448.000,00 304.824.000,00 78.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 537.448.000,00 504.824.000,00 -32.624.000,00
Pembangunan Daerah
UNSUR KEWILAYAHAN 0,00 0,00 | 18.423.678.941,00 | 15.465.608.987,00 979.107.120,00 |  1.050.363.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 19.402.786.061,00 | 16.515.972.297,00 -2.886.813.764,00
01 KECAMATAN 0,00 0,00 | 18.423.678.941,00 | 15.465.608.987,00 979.107.120,00 |  1.050.363.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 19.402.786.061,00 | 16.515.972.297,00 -2.886.813.764,00
01 | 7.01.0.00.0.00.33.0002 | KELURAHAN TIWORO 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
D R 14.932.486.887,00 | 20.957.730.346,00 | 153.583.685.169,00 | 163.196.542.232,20 | 103.526.447.402,00 | 85.469.721.235,52 0,00 0,00 0,00 0,00 | 257.110.132.571,00 | 248.666.263.467,72 -8.443.869.103,28
DASAR
01 . 0,00 0,00 | 150.546.650.125,00 | 136.073.643.727,00 | 36.897.663.840,00 | 34.110.394.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 187.444.313.965,00 | 170.184.038.657,00 -17.260.275.308,00
01 | 1.01.2.22.0.00.01.0009 | SMPN 2 BARANGKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 LBJIFI;L/’A?QNKPEES'\SRA'}\‘/KHAN 14.032.486.887,00 | 20.057.730.346,00 | 85.629.373.885,00 | 97.897.808.602,20 | 28.265.879.150,00 | 27.558.455.911,80 0,00 0,00 0,00 0,00 | 113.895.253.035,00 | 125.456.264.514,00 11.561.011.479,00
PUSKESMAS
02 | 1.02.0.00.0.00.02.0013 | EUSKESVAS | 0,00 000 | 1.325.867.888,00 | 1.239.735.513,00 0,00 46.696.875,00 0,00 0,00 0,00 000 | 1.325.867.888,00 | 1.286.432.388,00 -39.435.500,00
UNSUR KEWILAYAHAN 0,00 0,00 | 18.423.678.941,00 | 15.465.608.987,00 979.107.120,00 |  1.050.363.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 19.402.786.061,00 | 16.515.972.297,00 -2.886.813.764,00

Lampiran : Hal 5



Belanja

Pendapatan
Kode Urusan Pemerintah Daerah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer
Jumlah Sebelum Jumlah Sesudah Bertambah/Berkurang
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah
01 KECAMATAN 0,00 0,00 | 18.423.678.941,00 | 15.465.608.987,00 979.107.120,00 |  1.050.363.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 19.402.786.061,00 | 16.515.972.297,00 -2.886.813.764,00
01 | 7.01.0.00.0.00.37.0000 | Kecamatan Tiworo Selatan 0,00 0,00 | 1.217.635.110,00 816.521.704,00 22.910.400,00 162.648.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |  1.240.545.510,00 979.170.104,00 -261.375.406,00
'LDJIFIQ_IUHSAANN PEMERINTAHAN 450.000.000,00 450.000.000,00 | 35.888.207.064,00 | 28.227.544.075,00 |  7.377.764.434,00 |  5.301.086.422,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 43.265.971.498,00 | 33.528.630.497,00 -0.737.341.001,00
URUSAN PEMERINTAHAN
31 BIDANG PERINDUSTRIAN 100.000.000,00 100.000.000,00 |  3.476.714.381,00 |  3.295.382.369,00 |  1.640.374.500,00 |  1.590.689.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 5.117.088.881,00 | 4.886.072.169,00 -231.016.712,00
31 | 3.31.3.30.0.00.22.0000 gg‘r?rfdﬁgr‘?;?angan dan 100.000.000,00 100.000.000,00 14.300.000,00 14.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.300.000,00 14.300.000,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN 14.932.486.887,00 | 20.957.730.346,00 | 153.583.685.169,00 | 163.196.542.232,20 | 103.526.447.402,00 | 85.469.721.235,52 0,00 0,00 0,00 0,00 | 257.110.132.571,00 | 248.666.263.467,72 -8.443.869.103,28
DASAR
01 - 0,00 0,00 | 150.546.650.125,00 | 136.073.643.727,00 | 36.897.663.840,00 | 34.110.394.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 187.444.313.965,00 | 170.184.038.657,00 -17.260.275.308,00
01 | 1.01.2.22.0.00.01.0033 | SMPN SATAP 2 TIKEP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 | 1.01.2.22.0.00.01.0020 | SMPN SATAP 3 TIKEP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 | 1.01.2.22.0.00.01.0024 | SMPN 2 TIWORO UTARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UNSUR PENDUKUNG
URUSAN PEMERINTAHAN 0,00 0,00 | 47.037.163.857,00 | 56.992.442.211,00 115.789.500,00 |  2.355.099.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 47.152.953.357,00 | 59.347.541.711,00 12.194.588.354,00
o1 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 0,00 | 20.382.439.899,00 | 28.816.008.475,00 113.017.500,00 |  1.921.182.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 20.495.457.399,00 | 30.737.190.975,00 10.241.733.576,00
01 | 4.01.2.23.2.24.25.2508 | Bagian Ekonomi 0,00 0,00 241.733.000,00 754.219.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241.733.000,00 754.219.500,00 512.486.500,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN 14.932.486.887,00 | 20.957.730.346,00 | 153.583.685.169,00 | 163.196.542.232,20 | 103.526.447.402,00 | 85.469.721.235,52 0,00 0,00 0,00 0,00 | 257.110.132.571,00 | 248.666.263.467,72 -8.443.869.103,28
DASAR
01 g%‘i?\l%NPPEEI\IMD'IE;'KNXQHAN 0,00 0,00 | 150.546.650.125,00 | 136.073.643.727,00 | 36.897.663.840,00 | 34.110.394.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 187.444.313.965,00 | 170.184.038.657,00 -17.260.275.308,00
Dinas Pendidikan dan
01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | | (o 0T 0,00 0,00 | 27.490.104.891,00 | 23.400.168.549,00 | 33.586.556.740,00 | 32.386.640.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 61.076.661.631,00 | 55.786.809.479,00 -5.289.852.152,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN 1.100.000.000,00 |  1.100.000.000,00 | 173.693.324.061,00 | 156.868.518.346,00 | 10.401.035.330,00 |  5.720.740.736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 184.094.359.391,00 | 162.589.259.082,00 -21.505.100.309,00
PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN
16 BIDANG KOMUNIKASI DAN 0,00 0,00 | 4.707.844.713,00 |  3.776.034.943,00 44.379.576,00 79.939.576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 4.752.224.289,00 |  3.855.974.519,00 -896.249.770,00
INFORMATIKA
Dinas Komunikasi,
16 | 2.16.2.20.2.21.15.0000 | Informatika, Statistik dan 0,00 0,00 | 4.691.108.713,00 |  3.762.598.943,00 44.379.576,00 79.939.576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 4.735.488.289,00 |  3.842.538.519,00 -892.949.770,00
Persandian

Lampiran : Hal 6



Belanja

Pendapatan
Kode Urusan Pemerintah Daerah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer
Jumlah Sebelum Jumlah Sesudah Bertambah/Berkurang
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
D R 14.932.486.887,00 | 20.957.730.346,00 | 153.583.685.169,00 | 163.196.542.232,20 | 103.526.447.402,00 | 85.469.721.235,52 0,00 0,00 0,00 0,00 | 257.110.132.571,00 | 248.666.263.467,72 -8.443.869.103,28
DASAR
02 LBJIFI;L/’A?QNKPEES'\SRA'}\‘/KHAN 14.032.486.887,00 | 20.057.730.346,00 | 85.629.373.885,00 | 97.897.808.602,20 | 28.265.879.150,00 | 27.558.455.911,80 0,00 0,00 0,00 0,00 | 113.895.253.035,00 | 125.456.264.514,00 11.561.011.479,00
02 | 1.02.0.00.0.00.02.0012 | PUSKESMAS GUALI 0,00 000 | 1.289.298.500,00 | 1.350.049.071,00 0,00 52.496.429,00 0,00 0,00 0,00 000 | 1.289.298.500,00 | 1.402.545.500,00 113.247.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN 0,00 0,00 | 18.423.678.941,00 | 15.465.608.987,00 979.107.120,00 |  1.050.363.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 19.402.786.061,00 | 16.515.972.297,00 -2.886.813.764,00
01 KECAMATAN 0,00 0,00 | 18.423.678.941,00 | 15.465.608.987,00 979.107.120,00 |  1.050.363.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 19.402.786.061,00 | 16.515.972.297,00 -2.886.813.764,00
01 | 7.01.0.00.0.00.30.0000 | Kecamatan Sawerigadi 0,00 000 | 1.399.659.228,00 | 1.052.423.823,00 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 000 | 1.415.659.228,00 | 1.068.423.823,00 -347.235.405,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
AR AN 14.932.486.887,00 | 20.957.730.346,00 | 153.583.685.169,00 | 163.196.542.232,20 | 103.526.447.402,00 | 85.469.721.235,52 0,00 0,00 0,00 0,00 | 257.110.132.571,00 | 248.666.263.467,72 -8.443.869.103,28
DASAR
01 - 0,00 0,00 | 150.546.650.125,00 | 136.073.643.727,00 | 36.897.663.840,00 | 34.110.394.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 187.444.313.965,00 | 170.184.038.657,00 -17.260.275.308,00
01 | 1.01.2.22.0.00.01.0007 | SMPN 2 SAWERIGADI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D RHS AN PEMERINTAHAN 450.000.000,00 450.000.000,00 | 35.888.207.064,00 | 28.227.544.07500 |  7.377.764.434,00 |  5.301.086.422,00 0,00 0,00 0,00 000 | 43.265.971.498,00 | 33.528.630.497,00 -9.737.341.001,00
27 g%ﬂ?\@;&ﬁiﬁ'&ﬁ“m 200.000.000,00 200.000.000,00 | 19.574.520.300,00 | 14.735.680.102,00 |  5.480.424.934,00 |  3.633.140.622,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 25.054.945.234,00 | 18.368.820.724,00 -6.686.124.510,00
27 | 3.27.0.00.0.00.21.0000 | Dinas Pertanian 200.000.000,00 200.000.000,00 | 19.574.520.300,00 | 14.735.680.102,00 |  5.480.424.934,00 |  3.633.140.622,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 25.054.945234,00 | 18.368.820.724,00 -6.686.124.510,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
D R 14.932.486.887,00 | 20.957.730.346,00 | 153.583.685.169,00 | 163.196.542.232,20 | 103.526.447.402,00 | 85.469.721.235,52 0,00 0,00 0,00 0,00 | 257.110.132.571,00 | 248.666.263.467,72 -8.443.869.103,28
DASAR
02 LBJIFI;L/’A?QNKPEES'\SRA'}\‘/KHAN 14.032.486.887,00 | 20.057.730.346,00 | 85.629.373.885,00 | 97.897.808.602,20 | 28.265.879.150,00 | 27.558.455.911,80 0,00 0,00 0,00 0,00 | 113.895.253.035,00 | 125.456.264.514,00 11.561.011.479,00
02 | 1.02.0.00.0.00.02.0204 | Bidang Pencegahan Dan 0,00 0,00 694.325.299,00 1.390.240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694.325.299,00 1.390.240.000,00 695.914.701,00
Penanggulangan Penyakit
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK
AN 1.100.000.000,00 | 1.100.000.000,00 | 173.693.324.061,00 | 156.868.518.346,00 | 10.401.035.330,00 |  5.720.740.736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 184.094.359.391,00 | 162.589.259.082,00 -21.505.100.309,00
PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN
15 R A, 100.000.000,00 100.000.000,00 |  3.740.921.997,00 |  2.258.907.298,00 |  1.346.623.568,00 144.265.590,00 0,00 0,00 0,00 000 | 5.087.545.565,00 | 2.403.172.888,00 -2.684.372.677,00
15 | 2.15.0.00.0.00.14.0000 | Dinas Perhubungan 100.000.000,00 100.000.000,00 |  3.740.921.997,00 |  2.258.907.298,00 |  1.346.623.568,00 144.265.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 5.087.54556500 | 2.403.172.888,00 -2.684.372.677,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
D R 14.932.486.887,00 | 20.957.730.346,00 | 153.583.685.169,00 | 163.196.542.232,20 | 103.526.447.402,00 | 85.469.721.235,52 0,00 0,00 0,00 0,00 | 257.110.132.571,00 | 248.666.263.467,72 -8.443.869.103,28
DASAR

Lampiran : Hal 7



Belanja

Pendapatan
Kode Urusan Pemerintah Daerah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer
Jumlah Sebelum Jumlah Sesudah Bertambah/Berkurang
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah
01 . 0,00 0,00 | 150.546.650.125,00 | 136.073.643.727,00 | 36.897.663.840,00 | 34.110.394.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 187.444.313.965,00 | 170.184.038.657,00 -17.260.275.308,00
01 | 1.01.2.22.0.00.01.0029 3"T":F'{\'ASATAP 5 TIWORO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK
B AN D 1.100.000.000,00 |  1.100.000.000,00 | 173.693.324.061,00 | 156.868.518.346,00 | 10.401.035.330,00 |  5.720.740.736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 184.094.359.391,00 | 162.589.259.082,00 -21.505.100.309,00
PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN
04 eI 0,00 000 | 402038839800 | 3.819.885.026,00 | 1.360.000.000,00 760.000.000,00 0,00 0,00 0,00 000 | 5.380.388.398,00 | 4.579.885.026,00 -800.503.372,00
04 | 1.04.2.10.0.00.05.0000 | DiNas Perumahan, Kawasan 0,00 0,00 254.498.000,00 154.498.000,00 1.150.000.000,00 550.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.404.498.000,00 704.498.000,00 -700.000.000,00
Permukiman dan Pertanahan
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
D RN 14.932.486.887,00 | 20.957.730.346,00 | 153.583.685.169,00 | 163.196.542.232,20 | 103.526.447.402,00 | 85.469.721.235,52 0,00 0,00 0,00 0,00 | 257.110.132.571,00 | 248.666.263.467,72 -8.443.869.103,28
DASAR
01 . 0,00 0,00 | 150.546.650.125,00 | 136.073.643.727,00 | 36.897.663.840,00 | 34.110.394.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 187.444.313.965,00 | 170.184.038.657,00 -17.260.275.308,00
01 | 1.01.2.22.0.00.01.0035 g'l‘z"l'_j :‘Tiﬁmp 2 TIWORO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UNSUR PENDUKUNG
PR Skt I 0,00 0,00 | 47.037.163.857,00 | 56.992.442.211,00 115.789.500,00 |  2.355.099.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 47.152.953.357,00 | 59.347.541.711,00 12.194.588.354,00
01 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 0,00 | 20.382.439.899,00 | 28.816.008.475,00 113.017.500,00 |  1.921.182.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 20.495.457.399,00 | 30.737.190.975,00 10.241.733.576,00
01 | 4.01.2.23.2.24.25 2505 | Bagian Protokol dan 0,00 0,00 722.630.000,00 503.845.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 722.630.000,00 503.845.000,00 -218.785.000,00
Komunikasi Pimpinan
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
D R 14.932.486.887,00 | 20.957.730.346,00 | 153.583.685.169,00 | 163.196.542.232,20 | 103.526.447.402,00 | 85.469.721.235,52 0,00 0,00 0,00 0,00 | 257.110.132.571,00 | 248.666.263.467,72 -8.443.869.103,28
DASAR
01 . 0,00 0,00 | 150.546.650.125,00 | 136.073.643.727,00 | 36.897.663.840,00 | 34.110.394.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 187.444.313.965,00 | 170.184.038.657,00 -17.260.275.308,00
01 | 1.01.2.22.0.00.01.0006 | SMPN 1 SAWERIGADI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 LBJIFI;L/’A?QNKPEES'\SRA'}\‘/KHAN 14.032.486.887,00 | 20.057.730.346,00 | 85.629.373.885,00 | 97.897.808.602,20 | 28.265.879.150,00 | 27.558.455.911,80 0,00 0,00 0,00 0,00 | 113.895.253.035,00 | 125.456.264.514,00 11.561.011.479,00
PUSKESMAS
02 | 1.02.0.00.0.00.02.0015 | PaoSeoNAS 0,00 0,00 997.176.200,00 955.025.499,00 0,00 30.475.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 997.176.200,00 985.500.499,00 -11.675.701,00
01 - 0,00 0,00 | 150.546.650.125,00 | 136.073.643.727,00 | 36.897.663.840,00 | 34.110.394.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 187.444.313.965,00 | 170.184.038.657,00 -17.260.275.308,00
01 | 1.01.2.22.0.00.01.0021 | SMPN SATAP 4 TIKEP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UNSUR PENUNJANG
R CERINANG \ | 653.710.144.00000 | 705507.462.588,00 | 55.634.998.611,00 | 53.835.530.022,28 897.961.12500 |  6.077.756.650,00 | 4.507.772.355,00 | 5.578.652.355,00 | 107.606.984.000,00 | 111.271.066.000,00 | 168.647.716.091,00 | 176.763.005.027,28 8.115.288.936,28
03 KEPEGAWAIAN 0,00 000 | 393584253900 | 5.249.270.343,00 0,00 681.685.200,00 0,00 0,00 0,00 000 | 393584253900 | 5.930.955.543,00 1.995.113.004,00

Lampiran : Hal 8



Kode

Urusan Pemerintah Daerah

Pendapatan

Belanja

Operasi

Modal

Tidak Terduga

Transfer

Sebelum

Sesudah

Sebelum

Sesudah

Sebelum

Sesudah

Sebelum

Sesudah

Sebelum

Sesudah

Jumlah Sebelum

Jumlah Sesudah

Bertambah/Berkurang

03

5.03.5.04.0.00.29.0000

Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber
Daya Manusia

0,00

0,00

3.935.842.539,00

5.249.270.343,00

0,00

681.685.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.935.842.539,00

5.930.955.543,00

1.995.113.004,00

URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR

1.100.000.000,00

1.100.000.000,00

173.693.324.061,00

156.868.518.346,00

10.401.035.330,00

5.720.740.736,00

0,00

0,00

0,00

0,00

184.094.359.391,00

162.589.259.082,00

-21.505.100.309,00

18

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PENANAMAN
MODAL

0,00

0,00

3.188.577.312,00

3.337.018.947,00

785.620.048,00

52.250.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.974.197.360,00

3.389.268.947,00

-584.928.413,00

18

2.18.0.00.0.00.17.0000

Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu

0,00

0,00

3.188.577.312,00

3.337.018.947,00

785.620.048,00

52.250.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.974.197.360,00

3.389.268.947,00

-584.928.413,00

URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN
DASAR

14.932.486.887,00

20.957.730.346,00

153.583.685.169,00

163.196.542.232,20

103.526.447.402,00

85.469.721.235,52

0,00

0,00

0,00

0,00

257.110.132.571,00

248.666.263.467,72

-8.443.869.103,28

02

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN

14.032.486.887,00

20.057.730.346,00

85.629.373.885,00

97.897.808.602,20

28.265.879.150,00

27.558.455.911,80

0,00

0,00

0,00

0,00

113.895.253.035,00

125.456.264.514,00

11.561.011.479,00

02

1.02.0.00.0.00.02.0202

Bidang Sumber Daya
Manusia Kesehatan

0,00

0,00

17.918.048.895,00

18.510.129.476,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.918.048.895,00

18.510.129.476,00

592.080.581,00

UNSUR PENDUKUNG
URUSAN PEMERINTAHAN

0,00

0,00

47.037.163.857,00

56.992.442.211,00

115.789.500,00

2.355.099.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

47.152.953.357,00

59.347.541.711,00

12.194.588.354,00

01

SEKRETARIAT DAERAH

0,00

0,00

20.382.439.899,00

28.816.008.475,00

113.017.500,00

1.921.182.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.495.457.399,00

30.737.190.975,00

10.241.733.576,00

01

4.01.2.23.2.24.25.2504

Bagian Organisasi dan Tata
Laksana

0,00

0,00

461.124.000,00

728.700.000,00

0,00

70.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

461.124.000,00

798.700.000,00

337.576.000,00

URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR

1.100.000.000,00

1.100.000.000,00

173.693.324.061,00

156.868.518.346,00

10.401.035.330,00

5.720.740.736,00

0,00

0,00

0,00

0,00

184.094.359.391,00

162.589.259.082,00

-21.505.100.309,00

08

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

0,00

0,00

2.062.230.297,00

2.048.177.827,00

18.297.000,00

18.297.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.080.527.297,00

2.066.474.827,00

-14.052.470,00

08

2.08.0.00.0.00.23.0000

Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak

0,00

0,00

2.062.230.297,00

2.048.177.827,00

18.297.000,00

18.297.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.080.527.297,00

2.066.474.827,00

-14.052.470,00

11

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG LINGKUNGAN
HIDUP

0,00

0,00

2.418.255.169,00

2.463.642.646,00

187.921.818,00

181.789.406,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.606.176.987,00

2.645.432.052,00

39.255.065,00

11

2.11.3.28.0.00.10.0000

Dinas Lingkungan Hidup

0,00

0,00

2.418.255.169,00

2.463.642.646,00

187.921.818,00

181.789.406,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.606.176.987,00

2.645.432.052,00

39.255.065,00

16

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PERSANDIAN

0,00

0,00

4.707.844.713,00

3.776.034.943,00

44.379.576,00

79.939.576,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.752.224.289,00

3.855.974.519,00

-896.249.770,00

Lampiran : Hal 9



Belanja

Pendapatan
Kode Urusan Pemerintah Daerah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer
Jumlah Sebelum Jumlah Sesudah Bertambah/Berkurang
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah
Dinas Komunikasi,
16 | 2.16.2.20.2.21.15.0000 | Informatika, Statistik dan 0,00 0,00 8.368.000,00 6.718.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.368.000,00 6.718.000,00 -1.650.000,00
Persandian
UNSUR KEWILAYAHAN 0,00 0,00 18.423.678.941,00 15.465.608.987,00 979.107.120,00 1.050.363.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.402.786.061,00 16.515.972.297,00 -2.886.813.764,00
01 KECAMATAN 0,00 0,00 18.423.678.941,00 15.465.608.987,00 979.107.120,00 1.050.363.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.402.786.061,00 16.515.972.297,00 -2.886.813.764,00
01 | 7.01.0.00.0.00.40.0000 | Kecamatan Napano Kusambi 0,00 0,00 1.301.673.016,00 1.029.989.439,00 9.324.000,00 32.927.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.310.997.016,00 1.062.916.479,00 -248.080.537,00
g:l?_ll‘JHSA'\D‘NN PEMERINTAHAN 450.000.000,00 450.000.000,00 35.888.207.064,00 28.227.544.075,00 7.377.764.434,00 5.301.086.422,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.265.971.498,00 33.528.630.497,00 -9.737.341.001,00
URUSAN PEMERINTAHAN
32 BIDANG TRANSMIGRASI 0,00 0,00 6.358.909.036,00 8.132.642.096,00 525.404.000,00 619.389.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.884.313.036,00 8.752.031.896,00 1.867.718.860,00
32 | 3.32.2.07.0.00.23.0000 | Dinas Transmigrasi dan 0,00 0,00 182.209.910,00 172.177.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182.209.910,00 172.177.910,00 -10.032.000,00

Tenaga Kerja

UNSUR PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN

653.710.144.000,00

705.597.462.588,00

55.634.998.611,00

53.835.530.022,28

897.961.125,00

6.077.756.650,00

4.507.772.355,00 | 5.578.652.355,00

107.606.984.000,00

111.271.066.000,00

168.647.716.091,00

176.763.005.027,28

8.115.288.936,28

02

KEUANGAN

653.710.144.000,00

705.597.462.588,00

44.991.058.690,00

41.644.010.297,28

556.921.650,00

4.801.471.450,00

4.507.772.355,00 | 5.578.652.355,00

107.606.984.000,00

111.271.066.000,00

157.662.736.695,00

163.295.200.102,28

5.632.463.407,28

02

5.02.0.00.0.00.28.0000

Badan Keuangan dan Aset
Daerah

640.560.144.000,00

692.447.462.588,00

42.208.841.518,00

39.247.630.626,28

468.670.000,00

4.121.870.000,00

4.507.772.355,00 | 5.578.652.355,00

107.606.984.000,00

111.271.066.000,00

154.792.267.873,00

160.219.218.981,28

5.426.951.108,28

URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN

AR AN 14.932.486.887,00 | 20.957.730.346,00 | 153.583.685.169,00 | 163.196.542.232,20 | 103.526.447.402,00 | 85.469.721.235,52 0,00 0,00 0,00 0,00 | 257.110.132.571,00 | 248.666.263.467,72 -8.443.869.103,28
DASAR

02 g%‘ﬂ%’“{é@“&iﬁ'ﬁgﬁ”’*“ 14.032.486.887,00 | 20.057.730.346,00 | 85.629.373.885,00 | 97.897.808.602,20 | 28.265.879.150,00 | 27.558.455.911,80 0,00 0,00 0,00 0,00 | 113.895.253.035,00 | 125.456.264.514,00 11.561.011.479,00

02 | 1.02.0.00.0.00.02.0006 | PUSKESMAS TIKEP 0,00 0,00 | 2.192.764.700,00 |  2.043.809.862,00 0,00 67.628.466,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 2.192.764.700,00 |  2.111.438.328,00 -81.326.372,00

o1 - 0,00 0,00 | 150.546.650.125,00 | 136.073.643.727,00 | 36.897.663.840,00 | 34.110.394.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 187.444.313.965,00 | 170.184.038.657,00 -17.260.275.308,00

01 | 1.01.2.22.0.00.01.0008 | SMPN SATAP 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SAWERIGADI

UNSUR PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN

653.710.144.000,00

705.597.462.588,00

55.634.998.611,00

53.835.530.022,28

897.961.125,00

6.077.756.650,00

4.507.772.355,00 | 5.578.652.355,00

107.606.984.000,00

111.271.066.000,00

168.647.716.091,00

176.763.005.027,28

8.115.288.936,28

02 KEUANGAN 653.710.144.000,00 | 705.597.462.588,00 44.991.058.690,00 41.644.010.297,28 556.921.650,00 4.801.471.450,00 [ 4.507.772.355,00 | 5.578.652.355,00 | 107.606.984.000,00 | 111.271.066.000,00 | 157.662.736.695,00 | 163.295.200.102,28 5.632.463.407,28
02 | 5.02.0.00.0.00.31.0000 | Badan Pendapatan Daerah 13.150.000.000,00 13.150.000.000,00 2.782.217.172,00 2.396.379.671,00 88.251.650,00 679.601.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.870.468.822,00 3.075.981.121,00 205.512.299,00
UNSUR PENDUKUNG
URUSAN PEMERINTAHAN 0,00 0,00 47.037.163.857,00 56.992.442.211,00 115.789.500,00 2.355.099.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.152.953.357,00 59.347.541.711,00 12.194.588.354,00
01 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 0,00 20.382.439.899,00 28.816.008.475,00 113.017.500,00 1.921.182.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.495.457.399,00 30.737.190.975,00 10.241.733.576,00
01 | 4.01.2.23.2.24.25.2502 | Bagian Pemerintahan 0,00 0,00 1.290.344.000,00 1.225.838.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.290.344.000,00 1.225.838.500,00 -64.505.500,00

Lampiran : Hal 10



Belanja

Pendapatan
Kode Urusan Pemerintah Daerah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer
Jumlah Sebelum Jumlah Sesudah Bertambah/Berkurang
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN 1.100.000.000,00 |  1.100.000.000,00 | 173.693.324.061,00 | 156.868.518.346,00 | 10.401.035.330,00 |  5.720.740.736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 184.094.359.391,00 | 162.589.259.082,00 -21.505.100.309,00
PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN
13 BIDANG PEMBERDAYAAN 0,00 0,00 | 4.749.378.670,00 |  3.876.208.640,00 65.169.700,00 71.051.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 4.814.548.370,00 |  3.947.259.740,00 -867.288.630,00
MASYARAKAT DAN DESA
Dinas Pemberdayaan
13 | 2.13.0.00.0.00.12.0000 | Masyarakat dan 0,00 0,00 | 4.749.378.670,00 |  3.876.208.640,00 65.169.700,00 71.051.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 4.814.548.370,00 |  3.947.259.740,00 -867.288.630,00
Pemerintahan Desa
UNSUR KEWILAYAHAN 0,00 0,00 | 18.423.678.941,00 | 15.465.608.987,00 979.107.120,00 |  1.050.363.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 19.402.786.061,00 | 16.515.972.297,00 -2.886.813.764,00
o1 KECAMATAN 0,00 0,00 | 18.423.678.941,00 | 15.465.608.987,00 979.107.120,00 |  1.050.363.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 19.402.786.061,00 | 16.515.972.297,00 -2.886.813.764,00
01 | 7.01.0.00.0.00.32.0000 | Kecamatan Kusambi 0,00 0,00 1.572.573.389,00 |  1.312.305.979,00 24.396.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.596.969.389,00 |  1.337.305.979,00 -259.663.410,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN 14.932.486.887,00 | 20.957.730.346,00 | 153.583.685.169,00 | 163.196.542.232,20 | 103.526.447.402,00 | 85.469.721.235,52 0,00 0,00 0,00 0,00 | 257.110.132.571,00 | 248.666.263.467,72 -8.443.869.103,28
DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PEKERJAAN
03 900.000.000,00 900.000.000,00 | 19.688.325.074,00 | 21.132.117.833,00 | 41.134.412.012,00 | 24.749.532.658,72 0,00 0,00 0,00 0,00 | 60.822.737.086,00 | 45.881.650.491,72 -14.941.086.594,28
UMUM DAN PENATAAN
RUANG
03 | 1.03.0.00.0.00.04.0000 g;”naast;ikaﬁi’éumumda“ 900.000.000,00 900.000.000,00 | 19.688.325.074,00 | 21.132.117.833,00 | 41.134.412.012,00 | 24.749.532.658,72 0,00 0,00 0,00 0,00 | 60.822.737.086,00 | 45.881.650.491,72 -14.941.086.594,28
UNSUR KEWILAYAHAN 0,00 0,00 | 18.423.678.941,00 | 15.465.608.987,00 979.107.120,00 |  1.050.363.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 19.402.786.061,00 | 16.515.972.297,00 -2.886.813.764,00
o1 KECAMATAN 0,00 0,00 | 18.423.678.941,00 | 15.465.608.987,00 979.107.120,00 |  1.050.363.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 19.402.786.061,00 | 16.515.972.297,00 -2.886.813.764,00
01 | 7.01.0.00.0.00.34.0000 | Kecamatan Lawa 0,00 0,00 1.465.973.282,00 |  1.993.456.932,00 53.038.360,00 82.212.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.519.011.642,00 |  2.075.669.292,00 556.657.650,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN 14.932.486.887,00 | 20.957.730.346,00 | 153.583.685.169,00 | 163.196.542.232,20 | 103.526.447.402,00 | 85.469.721.235,52 0,00 0,00 0,00 0,00 | 257.110.132.571,00 | 248.666.263.467,72 -8.443.869.103,28
DASAR
02 g%&i%NKPEES'\éii'}\‘AT@HAN 14.032.486.887,00 | 20.057.730.346,00 | 85.629.373.885,00 | 97.897.808.602,20 | 28.265.879.150,00 | 27.558.455.911,80 0,00 0,00 0,00 0,00 | 113.895.253.035,00 | 125.456.264.514,00 11.561.011.479,00
02 | 1.02.0.00.0.00.02.0008 ELEJEKTE:Q"AST'WORO 0,00 000 | 1.292.089.700,00 |  1.221.022.500,00 0,00 59.950.000,00 0,00 0,00 0,00 000 | 1.292.089.700,00 | 1.280.972.500,00 -11.117.200,00
glFf_tJHS/fNN PEMERINTAHAN 450.000.000,00 450.000.000,00 | 35.888.207.064,00 | 28.227.544.075.00 |  7.377.764.434,00 |  5.301.086.422,00 0,00 0,00 0,00 000 | 43.265.971.498,00 | 33.528.630.497,00 -9.737.341.001,00
URUSAN PEMERINTAHAN
25 BIDANG KELAUTAN DAN 150.000.000,00 150.000.000,00 |  9.033.672.808,00 |  6.630.843.668,00 224.775.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 9.258.447.808,00 |  6.630.843.668,00 -2.627.604.140,00
PERIKANAN
Dinas Kelautan dan
25 | 3.25.0.00.0.00.59.0000 | o110® "€ 150.000.000,00 150.000.000,00 |  9.033.672.808,00 |  6.630.843.668,00 224.775.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 9.258.447.808,00 |  6.630.843.668,00 -2.627.604.140,00

Lampiran : Hal 11



Belanja

Pendapatan
Kode Urusan Pemerintah Daerah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer
Jumlah Sebelum Jumlah Sesudah Bertambah/Berkurang
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN 14.932.486.887,00 | 20.957.730.346,00 | 153.583.685.169,00 | 163.196.542.232,20 | 103.526.447.402,00 | 85.469.721.235,52 0,00 0,00 0,00 0,00 | 257.110.132.571,00 | 248.666.263.467,72 -8.443.869.103,28
DASAR
06 LBJ%LA%%NS%ES'\:'EF'NTAHAN 0,00 000 | 9.296.037.056,00 | 9.323.586.410,00 9.572.500,00 14.290.735,00 0,00 0,00 0,00 000 | 9.305.609.556,00 | 9.337.877.145,00 32.267.589,00
06 | 1.06.0.00.0.00.09.0000 | Dinas Sosial 0,00 0,00 | 9.296.037.056,00 |  9.323.586.410,00 9.572.500,00 14.290.735,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.305.609.556,00 |  9.337.877.145,00 32.267.589,00
UNSUR KEWILAYAHAN 0,00 0,00 | 18.423.678.941,00 | 15.465.608.987,00 979.107.120,00 |  1.050.363.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 19.402.786.061,00 | 16.515.972.297,00 -2.886.813.764,00
o1 KECAMATAN 0,00 0,00 | 18.423.678.941,00 | 15.465.608.987,00 979.107.120,00 |  1.050.363.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 19.402.786.061,00 | 16.515.972.297,00 -2.886.813.764,00
01 | 7.01.0.00.0.00.39.0000 | Kecamatan Wadaga 0,00 0,00 1.475.648.052,00 |  1.148.021.953,00 33.994.000,00 33.994.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.509.642.052,00 |  1.182.015.953,00 -327.626.099,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN 14.932.486.887,00 | 20.957.730.346,00 | 153.583.685.169,00 | 163.196.542.232,20 | 103.526.447.402,00 | 85.469.721.235,52 0,00 0,00 0,00 0,00 | 257.110.132.571,00 | 248.666.263.467,72 -8.443.869.103,28
DASAR
o1 - 0,00 0,00 | 150.546.650.125,00 | 136.073.643.727,00 | 36.897.663.840,00 | 34.110.394.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 187.444.313.965,00 | 170.184.038.657,00 -17.260.275.308,00
01 | 1.01.2.22.0.00.01.0025 8¥:§ASATAP 1TIWORO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN 1.100.000.000,00 |  1.100.000.000,00 | 173.693.324.061,00 | 156.868.518.346,00 | 10.401.035.330,00 |  5.720.740.736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 184.094.359.391,00 | 162.589.259.082,00 -21.505.100.309,00
PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN
19 BIDANG KEPEMUDAAN 0,00 0,00 | 3.830.716.181,00 |  3.549.187.077,00 292.600.500,00 295.449.904,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 4.123.316.681,00 |  3.844.636.981,00 -278.679.700,00
DAN OLAHRAGA
19 | 2.19.0.00.0.00.18.0000 gg‘;j Kepemudaan dan Olah 0,00 0,00 3.830.716.181,00 3.549.187.077,00 292.600.500,00 295.449.904,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.123.316.681,00 3.844.636.981,00 -278.679.700,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN 14.932.486.887,00 | 20.957.730.346,00 | 153.583.685.169,00 | 163.196.542.232,20 | 103.526.447.402,00 | 85.469.721.235,52 0,00 0,00 0,00 0,00 | 257.110.132.571,00 | 248.666.263.467,72 -8.443.869.103,28
DASAR
o1 ; 0,00 0,00 | 150.546.650.125,00 | 136.073.643.727,00 | 36.897.663.840,00 | 34.110.394.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 187.444.313.965,00 | 170.184.038.657,00 -17.260.275.308,00
01 | 1.01.2.22.0.00.01.0002 | SMPN SATAP 1 LAWA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 g%&i%NKPEES'\éﬁﬂ‘ATQHAN 14.032.486.887,00 | 20.057.730.346,00 | 85.629.373.885,00 | 97.897.808.602,20 | 28.265.879.150,00 | 27.558.455.911,80 0,00 0,00 0,00 0,00 | 113.895.253.035,00 | 125.456.264.514,00 11.561.011.479,00
02 | 1.02.0.00.0.00.02.0011 | PUSKESMAS MAGINTI 0,00 0,00 1.452.460.200,00 |  1.461.762.298,80 0,00 38.750.198,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1.452.460.200,00 | 1.500.512.497,00 48.052.297,00
UNSUR KEWILAYAHAN 0,00 0,00 | 18.423.678.941,00 | 15.465.608.987,00 979.107.120,00 |  1.050.363.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 19.402.786.061,00 | 16.515.972.297,00 -2.886.813.764,00
o1 KECAMATAN 0,00 0,00 | 18.423.678.941,00 | 15.465.608.987,00 979.107.120,00 |  1.050.363.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 19.402.786.061,00 | 16.515.972.297,00 -2.886.813.764,00
01 | 7.01.0.00.0.00.36.0000 | Kecamatan Tiworo Utara 0,00 0,00 1.417.935.134,00 |  1.176.445.222,00 15.000.000,00 58.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.432.935.134,00 |  1.234.445.222,00 -198.489.912,00

Lampiran : Hal 12



Belanja

Pendapatan
Kode Urusan Pemerintah Daerah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer
Jumlah Sebelum Jumlah Sesudah Bertambah/Berkurang
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN 14.932.486.887,00 | 20.957.730.346,00 | 153.583.685.169,00 | 163.196.542.232,20 | 103.526.447.402,00 | 85.469.721.235,52 0,00 0,00 0,00 0,00 | 257.110.132.571,00 | 248.666.263.467,72 -8.443.869.103,28
DASAR
02 LBJIFI;L/’A?QNKPEES'\SRA'}\‘/KHAN 14.032.486.887,00 | 20.057.730.346,00 | 85.629.373.885,00 | 97.897.808.602,20 | 28.265.879.150,00 | 27.558.455.911,80 0,00 0,00 0,00 0,00 | 113.895.253.035,00 | 125.456.264.514,00 11.561.011.479,00
02 | 1.02.0.00.0.00.02.0005 | PUSKESMAS MAROBEA 0,00 0,00 1.154.708.200,00 |  1.141.455.391,00 0,00 29.297.597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.154.708.200,00 |  1.170.752.988,00 16.044.788,00
02 | 1.02.0.00.0.00.02.0201 Eg’;”hga;i'aya”a” 0,00 0,00 796.941.000,00 771.277.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 796.941.000,00 771.277.800,00 -25.663.200,00
02 | 1.02.0.00.0.00.03.0000 | Rumah Sakit Umum Daerah 7.200.000.000,00 | 12.605.560.000,00 | 13.784.409.409,00 | 24.459.869.569,00 | 18.906.207.500,00 | 17.231.517.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 32.690.616.909,00 | 41.691.387.069,00 9.000.770.160,00
UNSUR KEWILAYAHAN 0,00 0,00 | 18.423.678.941,00 | 15.465.608.987,00 979.107.120,00 |  1.050.363.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 19.402.786.061,00 | 16.515.972.297,00 -2.886.813.764,00
o1 KECAMATAN 0,00 0,00 | 18.423.678.941,00 | 15.465.608.987,00 979.107.120,00 |  1.050.363.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 19.402.786.061,00 | 16.515.972.297,00 -2.886.813.764,00
01 | 7.01.0.00.0.00.35.0000 | Kecamatan Tiworo Tengah 0,00 0,00 1.310.121.733,00 |  1.172.226.282,00 25.530.000,00 77.933.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.335.651.733,00 |  1.250.159.432,00 -85.492.301,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN 14.932.486.887,00 | 20.957.730.346,00 | 153.583.685.169,00 | 163.196.542.232,20 | 103.526.447.402,00 | 85.469.721.235,52 0,00 0,00 0,00 0,00 | 257.110.132.571,00 | 248.666.263.467,72 -8.443.869.103,28
DASAR
o1 ; 0,00 0,00 | 150.546.650.125,00 | 136.073.643.727,00 | 36.897.663.840,00 | 34.110.394.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 187.444.313.965,00 | 170.184.038.657,00 -17.260.275.308,00
01 | 1.01.2.22.0.00.01.0034 | SMPN 1 MAGINTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 | 1.01.2.22.0.00.01.0015 %SPL\'MSQTAP 1 NAPANO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UNSUR PENDUKUNG
URUSAN PEMERINTAHAN 0,00 0,00 | 47.037.163.857,00 | 56.992.442.211,00 115.789.500,00 |  2.355.099.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 47.152.953.357,00 | 59.347.541.711,00 12.194.588.354,00
o1 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 0,00 | 20.382.439.899,00 | 28.816.008.475,00 113.017.500,00 |  1.921.182.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 20.495.457.399,00 | 30.737.190.975,00 10.241.733.576,00
01 | 4.01.2.23.2.24.25.2507 | Bagian Hukum 0,00 0,00 422.125.000,00 309.095.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 422.125.000,00 309.095.000,00 -113.030.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN 0,00 0,00 | 18.423.678.941,00 | 15.465.608.987,00 979.107.120,00 |  1.050.363.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 19.402.786.061,00 | 16.515.972.297,00 -2.886.813.764,00
o1 KECAMATAN 0,00 0,00 | 18.423.678.941,00 | 15.465.608.987,00 979.107.120,00 |  1.050.363.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 19.402.786.061,00 | 16.515.972.297,00 -2.886.813.764,00
Kecamatan Tiworo
01 | 7.01.0.00.0.00.33.0000 | | EPE 0,00 0,00 | 2.663.885.533,00 | 2.543.286.310,00 20.400.000,00 27.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.684.285.533,00 |  2.570.786.310,00 -113.499.223,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN 1.100.000.000,00 |  1.100.000.000,00 | 173.693.324.061,00 | 156.868.518.346,00 | 10.401.035.330,00 |  5.720.740.736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 184.094.359.391,00 | 162.589.259.082,00 -21.505.100.309,00
PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG ADMINISTRASI
12 KEPENDUDUKAN DAN 0,00 0,00 | 3.042.455.318,00 |  3.110.466.811,00 224.950.000,00 281.071.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 3.267.405.318,00 |  3.391.538.651,00 124.133.333,00
PENCATATAN SIPIL
12 | 2.12.0.00.0.00.11.0000 g;”naci g?gr‘?“s‘?;ﬁ“ka” dan 0,00 0,00 3.042.455.318,00 3.110.466.811,00 224.950.000,00 281.071.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.267.405.318,00 3.391.538.651,00 124.133.333,00

Lampiran : Hal 13



Belanja

Pendapatan
Kode Urusan Pemerintah Daerah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer
Jumlah Sebelum Jumlah Sesudah Bertambah/Berkurang
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah

URUSAN PEMERINTAHAN

WAJIB YANG BERKAITAN

D R 14.932.486.887,00 | 20.957.730.346,00 | 153.583.685.169,00 | 163.196.542.232,20 | 103.526.447.402,00 | 85.469.721.235,52 0,00 0,00 0,00 0,00 | 257.110.132.571,00 | 248.666.263.467,72 -8.443.869.103,28

DASAR
02 LBJIFI;L/’A?QNKPEES'\SRA'}\‘/KHAN 14.032.486.887,00 | 20.057.730.346,00 | 85.629.373.885,00 | 97.897.808.602,20 | 28.265.879.150,00 | 27.558.455.911,80 0,00 0,00 0,00 0,00 | 113.895.253.035,00 | 125.456.264.514,00 11.561.011.479,00
02 | 1.02.0.00.0.00.02.0009 | PUSKESMAS TONDASI 0,00 0,00 | 1.997.788.700,00 |  1.949.490.000,00 0,00 68.000.000,00 0,00 0,00 0,00 000 | 1.997.788.700,00 |  2.017.490.000,00 19.701.300,00

Bidang Kesehatan
02 | 1.02.0.00.0.00.02.0203 | peaH HES 0,00 000 | 1.380.346.100,00 | 1.288.442.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 | 1.380.346.100,00 | 1.288.442.520,00 -91.903.580,00
01 - 0,00 0,00 | 150.546.650.125,00 | 136.073.643.727,00 | 36.897.663.840,00 | 34.110.394.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 187.444.313.965,00 | 170.184.038.657,00 -17.260.275.308,00
01 | 1.01.2.22.0.00.01.0012 | SMPN 3 KUSAMBI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UNSUR KEWILAYAHAN 0,00 0,00 | 18.423.678.941,00 | 15.465.608.987,00 979.107.120,00 |  1.050.363.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 19.402.786.061,00 | 16.515.972.297,00 -2.886.813.764,00
01 KECAMATAN 0,00 0,00 | 18.423.678.941,00 | 15.465.608.987,00 979.107.120,00 |  1.050.363.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 19.402.786.061,00 | 16.515.972.297,00 -2.886.813.764,00
01 | 7.01.0.00.0.00.38.0000 | Kecamatan Maginti 0,00 000 | 1.340.039.813,00 916.757.606,00 73.700.000,00 73.700.000,00 0,00 0,00 0,00 000 | 1.413.739.813,00 990.457.606,00 -423.282.207,00

UNSUR PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN

653.710.144.000,00

705.597.462.588,00

55.634.998.611,00

53.835.530.022,28

897.961.125,00

6.077.756.650,00

4.507.772.355,00

5.578.652.355,00

107.606.984.000,00

111.271.066.000,00

168.647.716.091,00

176.763.005.027,28

8.115.288.936,28

01 PERENCANAAN 0,00 0,00 | 6.708.097.382,00 |  6.942.249.382,00 341.039.475,00 594.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 7.049.136.857,00 |  7.536.849.382,00 487.712.525,00
01 | 5.01.5.05.0.00.27.0000 | Badan Perencanaan dan 0,00 0,00 6.248.649.382,00 |  6.637.425.382,00 263.039.475,00 394.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.511.688.857,00 |  7.032.025.382,00 520.336.525,00
Pembangunan Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN 14.932.486.887,00 | 20.957.730.346,00 | 153.583.685.169,00 | 163.196.542.232,20 | 103.526.447.402,00 | 85.469.721.235,52 0,00 0,00 0,00 0,00 | 257.110.132.571,00 | 248.666.263.467,72 -8.443.869.103,28
DASAR
o1 - 0,00 0,00 | 150.546.650.125,00 | 136.073.643.727,00 | 36.897.663.840,00 | 34.110.394.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 187.444.313.965,00 | 170.184.038.657,00 -17.260.275.308,00
01 | 1.01.2.22.0.00.01.0019 | SMPN SATAP 1 MAGINTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UNSUR PENDUKUNG
URUSAN PEMERINTAHAN 0,00 0,00 | 47.037.163.857,00 | 56.992.442.211,00 115.789.500,00 |  2.355.099.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 47.152.953.357,00 | 59.347.541.711,00 12.194.588.354,00
o1 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 0,00 | 20.382.439.899,00 | 28.816.008.475,00 113.017.500,00 |  1.921.182.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 20.495.457.399,00 | 30.737.190.975,00 10.241.733.576,00
01 | 4.01.2.23.2.24.25.2501 | Bagian Umum 0,00 0,00 307.214.200,00 878.538.000,00 113.017.500,00 773.069.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420.231.700,00 |  1.651.607.500,00 1.231.375.800,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN 14.932.486.887,00 | 20.957.730.346,00 | 153.583.685.169,00 | 163.196.542.232,20 | 103.526.447.402,00 | 85.469.721.235,52 0,00 0,00 0,00 0,00 | 257.110.132.571,00 | 248.666.263.467,72 -8.443.869.103,28
DASAR
02 g%ﬁ%’\‘KPEES’\éﬁ%\‘ATQHAN 14.032.486.887,00 | 20.057.730.346,00 | 85.629.373.885,00 | 97.897.808.602,20 | 28.265.879.150,00 | 27.558.455.911,80 0,00 0,00 0,00 0,00 | 113.895.253.035,00 | 125.456.264.514,00 11.561.011.479,00
02 | 1.02.0.00.0.00.02.0002 | PUSKESMAS LAWA 0,00 0,00 | 1.854.856.200,00 |  1.914.506.483,00 0,00 74.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.854.856.200,00 | 1.989.106.483,00 134.250.283,00
01 - 0,00 0,00 | 150.546.650.125,00 | 136.073.643.727,00 | 36.897.663.840,00 | 34.110.394.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 187.444.313.965,00 | 170.184.038.657,00 -17.260.275.308,00

Lampiran : Hal 14



Belanja

Pendapatan
Kode Urusan Pemerintah Daerah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer
Jumlah Sebelum Jumlah Sesudah Bertambah/Berkurang
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah
01 | 1.01.2.22.0.00.01.0032 g'l‘z"l'_j :‘Tiﬁmp 1TIWORO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN 1.100.000.000,00 |  1.100.000.000,00 | 173.693.324.061,00 | 156.868.518.346,00 | 10.401.035.330,00 |  5.720.740.736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 184.094.359.391,00 | 162.589.259.082,00 -21.505.100.309,00
PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN
32 BIDANG TENAGA KERIA 0,00 0,00 | 6.358.909.036,00 |  8.132.642.096,00 525.404.000,00 619.389.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 6.884.313.036,00 | 8.752.031.896,00 1.867.718.860,00
32 | 3.32.2.07.0.00.23.0000 ?'er;gzzrggf}r;'gras' dan 0,00 0,00 6.176.699.126,00 7.960.464.186,00 525.404.000,00 619.389.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.702.103.126,00 8.579.853.986,00 1.877.750.860,00
UNSUR KEWILAYAHAN 0,00 0,00 | 18.423.678.941,00 | 15.465.608.987,00 979.107.120,00 |  1.050.363.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 19.402.786.061,00 | 16.515.972.297,00 -2.886.813.764,00
01 KECAMATAN 0,00 0,00 | 18.423.678.941,00 | 15.465.608.987,00 979.107.120,00 |  1.050.363.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 19.402.786.061,00 | 16.515.972.297,00 -2.886.813.764,00
01 | 7.01.0.00.0.00.34.0001 | KELURAHAN WAMELAI 0,00 0,00 630.591.668,00 186.206.608,00 258.298.360,00 240.298.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 888.890.028,00 426.504.968,00 -462.385.060,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN 14.932.486.887,00 | 20.957.730.346,00 | 153.583.685.169,00 | 163.196.542.232,20 | 103.526.447.402,00 | 85.469.721.235,52 0,00 0,00 0,00 0,00 | 257.110.132.571,00 | 248.666.263.467,72 -8.443.869.103,28
DASAR
01 - 0,00 0,00 | 150.546.650.125,00 | 136.073.643.727,00 | 36.897.663.840,00 | 34.110.394.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 187.444.313.965,00 | 170.184.038.657,00 -17.260.275.308,00
01 | 1.01.2.22.0.00.01.0011 | SMPN 2 KUSAMBI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 LBJIFI;L/’A?QNKPEES'\SRA'}\‘/KHAN 14.032.486.887,00 | 20.057.730.346,00 | 85.629.373.885,00 | 97.897.808.602,20 | 28.265.879.150,00 | 27.558.455.911,80 0,00 0,00 0,00 0,00 | 113.895.253.035,00 | 125.456.264.514,00 11.561.011.479,00
02 | 1.02.0.00.0.00.02.0016 | PUSKESMAS BERO 0,00 0,00 | 1.521.456.500,00 | 1.506.423.000,00 0,00 18.312.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.521.456.500,00 | 1.524.735.500,00 3.279.000,00
01 - 0,00 0,00 | 150.546.650.125,00 | 136.073.643.727,00 | 36.897.663.840,00 | 34.110.394.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 187.444.313.965,00 | 170.184.038.657,00 -17.260.275.308,00
01 | 1.01.2.22.0.00.01.0004 | SMPN 2 WADAGA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D RHS AN PEMERINTAHAN 450.000.000,00 450.000.000,00 | 35.888.207.064,00 | 28.227.544.07500 |  7.377.764.434,00 |  5.301.086.422,00 0,00 0,00 0,00 000 | 43.265.971.498,00 | 33.528.630.497,00 -9.737.341.001,00
URUSAN PEMERINTAHAN
31 BIDANG PERDAGANGAN 100.000.000,00 100.000.000,00 |  3.476.714.381,00 |  3.295.382.369,00 |  1.640.374.500,00 |  1.590.689.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 5.117.088.881,00 | 4.886.072.169,00 -231.016.712,00
31 | 3.31.3.30.0.00.22.0000 Eg‘r‘i"‘:digtrﬁ:r?angan dan 0,00 0,00 | 3.462.414.381,00 | 3.281.082.369,00 |  1.640.374.500,00 |  1.590.689.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 5.102.788.881,00 | 4.871.772.169,00 -231.016.712,00
UNSUR PENGAWASAN
URUSAN PEMERINTAHAN 0,00 0,00 | 9.471.388527,00 | 9.116.886.714,00 130.824.600,00 137.188.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 9.602.213.127,00 |  9.254.075.174,00 -348.137.953,00
01 INSPEKTORAT DAERAH 0,00 0,00 | 9.471.388.527,00 | 9.116.886.714,00 130.824.600,00 137.188.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 9.602.213.127,00 |  9.254.075.174,00 -348.137.953,00
01 | 6.01.0.00.0.00.26.0000 | Inspektorat 0,00 0,00 | 9.471.388.527,00 | 9.116.886.714,00 130.824.600,00 137.188.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 9.602.213.127,00 |  9.254.075.174,00 -348.137.953,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN 1.100.000.000,00 |  1.100.000.000,00 | 173.693.324.061,00 | 156.868.518.346,00 | 10.401.035.330,00 |  5.720.740.736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 184.094.359.391,00 | 162.589.259.082,00 -21.505.100.309,00
PELAYANAN DASAR

Lampiran : Hal 15




Belanja

Pendapatan
Kode Urusan Pemerintah Daerah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer
Jumlah Sebelum Jumlah Sesudah Bertambah/Berkurang
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah
URUSAN PEMERINTAHAN
23 BIDANG PERPUSTAKAAN 0,00 0,00 1.574.128.478,00 1.345.889.070,00 83.972.000,00 198.362.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.658.100.478,00 1.544.251.070,00 -113.849.408,00
23 | 2.23.2.24.0.00.22.0000 E;”;;Eg;p““akaa” dan 0,00 0,00 1.548.452.478,00 1.331.788.170,00 83.972.000,00 198.362.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.632.424.478,00 1.530.150.170,00 -102.274.308,00
UNSUR PENDUKUNG
URUSAN PEMERINTAHAN 0,00 0,00 | 47.037.163.857,00 | 56.992.442.211,00 115.789.500,00 |  2.355.099.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 47.152.953.357,00 | 59.347.541.711,00 12.194.588.354,00
02 SEKRETARIAT DPRD 0,00 0,00 | 26.654.723.958,00 | 28.176.433.736,00 2.772.000,00 433.917.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 26.657.495.958,00 | 28.610.350.736,00 1.952.854.778,00
02 | 4.02.0.00.0.00.24.0000 ‘;'z'r‘;fta”at DPRD Muna 0,00 0,00 | 26.654.723.958,00 | 28.176.433.736,00 2.772.000,00 433.917.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 26.657.495.958,00 | 28.610.350.736,00 1.952.854.778,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN 14.932.486.887,00 | 20.957.730.346,00 | 153.583.685.169,00 | 163.196.542.232,20 | 103.526.447.402,00 | 85.469.721.235,52 0,00 0,00 0,00 0,00 | 257.110.132.571,00 | 248.666.263.467,72 -8.443.869.103,28
DASAR
o1 - 0,00 0,00 | 150.546.650.125,00 | 136.073.643.727,00 | 36.897.663.840,00 | 34.110.394.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 187.444.313.965,00 | 170.184.038.657,00 -17.260.275.308,00
01 | 1.01.2.22.0.00.01.0037 | SMPN SATAP 3 MAGINTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 | 173.693.324.061,00 | 156.868.518.346,00 | 10.401.035.330,00 |  5.720.740.736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 184.094.359.391,00 | 162.589.259.082,00 -21.505.100.309,00
PELAYANAN DASAR
Dinas Pendidikan dan
01 | 1.01.2.22.0.0001.0000 G=r P 0,00 0,00 | 123.056.545.234,00 | 112.673.475.178,00 |  3.311.107.100,00 1.723.754.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 126.367.652.334,00 | 114.397.229.178,00 -11.970.423.156,00
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN 14.932.486.887,00 | 20.957.730.346,00 | 153.583.685.169,00 | 163.196.542.232,20 | 103.526.447.402,00 | 85.469.721.235,52 0,00 0,00 0,00 0,00 | 257.110.132.571,00 | 248.666.263.467,72 -8.443.869.103,28
DASAR
01 | 1.01.2.22.0.00.01.0010 | SMPN 1 KUSAMBI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
gIFSJHSAANN PEMERINTAHAN 450.000.000,00 450.000.000,00 | 35.888.207.064,00 | 28.227.544.075,00 |  7.377.764.434,00 |  5.301.086.422,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 43.265.971.498,00 | 33.528.630.497,00 -9.737.341.001,00
URUSAN PEMERINTAHAN
22 BIDANG PARIVISATA 0,00 0,00 3.621.089.665,00 |  3.393.460.026,00 32.190.000,00 77.256.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.653.279.665,00 |  3.470.716.026,00 -182.563.639,00
Dinas Pariwisata dan
22 | 2.22.3.26.0.00.20.0000 | 55 HASC 0,00 0,00 3.621.089.665,00 |  3.393.460.026,00 32.190.000,00 77.256.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.653.279.665,00 |  3.470.716.026,00 -182.563.639,00
UNSUR PENDUKUNG
URUSAN PEMERINTAHAN 0,00 0,00 | 47.037.163.857,00 | 56.992.442.211,00 115.789.500,00 |  2.355.099.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 47.152.953.357,00 | 59.347.541.711,00 12.194.588.354,00
o1 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 0,00 | 20.382.439.899,00 | 28.816.008.475,00 113.017.500,00 1.921.182.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 20.495.457.399,00 | 30.737.190.975,00 10.241.733.576,00
01 | 4.01.2.23.2.24.25.0000 | Sekretariat Daerah 0,00 0,00 | 11.710.957.699,00 | 19.198.472.110,00 0,00 1.078.113.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 11.710.957.699,00 | 20.276.585.110,00 8.565.627.411,00
01 | 4.01.2.23.2.24.25.2506 E:ﬁ:‘gg r%durr’:g‘f"as' 0,00 0,00 217.887.000,00 18.995.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217.887.000,00 18.995.000,00 -198.892.000,00

Lampiran : Hal 16



Belanja

Pendapatan
Kode Urusan Pemerintah Daerah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer
Jumlah Sebelum Jumlah Sesudah Bertambah/Berkurang
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah

URUSAN PEMERINTAHAN

WAJIB YANG BERKAITAN

D R AN 14.932.486.887,00 | 20.957.730.346,00 | 153.583.685.169,00 | 163.196.542.232,20 | 103.526.447.402,00 | 85.469.721.235,52 0,00 0,00 0,00 0,00 | 257.110.132.571,00 | 248.666.263.467,72 -8.443.869.103,28

DASAR
02 LBJIFI;L/’A?QNKPEES'\SRA'}\‘/KHAN 14.032.486.887,00 | 20.057.730.346,00 | 85.629.373.885,00 | 97.897.808.602,20 | 28.265.879.150,00 | 27.558.455.911,80 0,00 0,00 0,00 0,00 | 113.895.253.035,00 | 125.456.264.514,00 11.561.011.479,00
02 | 1.02.0.00.0.00.02.0014 | PUSKESMAS KOMBIKUNO 0,00 000 | 1.298.186.000,00 | 1.309.347.000,00 0,00 49.812.500,00 0,00 0,00 0,00 000 | 1.298.186.000,00 | 1.359.159.500,00 60.973.500,00
02 | 1.02.0.00.0.00.02.0004 | PUSKESMAS WUNA 0,00 000 | 1.252.412.200,00 | 1.261.300.000,00 0,00 49.250.000,00 0,00 0,00 0,00 000 | 1.252.412.200,00 | 1.310.550.000,00 58.137.800,00
02 | 1.02.0.00.0.00.02.0000 | Dinas Kesehatan 6.832.486.887,00 |  7.452.170.346,00 | 28.105.264.894,00 | 28.925.665.947,00 | 9.359.671.650,00 |  9.525.760.650,00 0,00 0,00 0,00 000 | 37.464.936.544,00 | 38.451.426.597,00 986.490.053,00
01 . 0,00 0,00 | 150.546.650.125,00 | 136.073.643.727,00 | 36.897.663.840,00 | 34.110.394.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 187.444.313.965,00 | 170.184.038.657,00 -17.260.275.308,00
01 | 1.01.2.22.0.00.01.0022 | SMPN 1 TIWORO TENGAH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

URUSAN PEMERINTAHAN

WAJIB YANG TIDAK

DA TTAN DenaR N 1.100.000.000,00 |  1.100.000.000,00 | 173.693.324.061,00 | 156.868.518.346,00 | 10.401.035.330,00 | 5.720.740.736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 184.094.359.391,00 | 162.589.259.082,00 -21.505.100.309,00

PELAYANAN DASAR
09 g%‘ﬂ%’“&ﬁgﬁ:”m”m 1.000.000.000,00 |  1.000.000.000,00 |  4.188.332.375,00 |  2.382.846.733,00 748.925.520,00 60.879.520,00 0,00 0,00 0,00 000 | 4.937.257.89500 | 2.443.726.253,00 -2.493.531.642,00
09 | 2.09.0.00.0.00.21.0000 | Dinas Ketahanan Pangan 1.000.000.000,00 |  1.000.000.000,00 |  4.188.332.375,00 |  2.382.846.733,00 748.925.520,00 60.879.520,00 0,00 0,00 0,00 000 | 4.937.257.89500 | 2.443.726.253,00 -2.493.531.642,00

UNSUR KEWILAYAHAN 0,00 000 | 18.423.678.941,00 | 15.465.608.987,00 979.107.120,00 |  1.050.363.310,00 0,00 0,00 0,00 000 | 19.402.786.061,00 | 16.515.972.297,00 -2.886.813.764,00
01 KECAMATAN 0,00 000 | 18.423.678.941,00 | 15.465.608.987,00 979.107.120,00 |  1.050.363.310,00 0,00 0,00 0,00 000 | 19.402.786.061,00 | 16.515.972.297,00 -2.886.813.764,00
01 | 7.01.0.00.0.00.32.0001 | KELURAHAN KONAWE 0,00 0,00 181.693.300,00 226.748.400,00 150.800.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 332.493.300,00 326.748.400,00 -5.744.900,00
01 | 7.01.0.00.0.00.31.0000 | Kecamatan Barangka 0,00 000 | 1.427.627.991,00 | 1.303.972.121,00 19.066.000,00 13.500.000,00 0,00 0,00 0,00 000 | 1.446.693.991,00| 1.317.472.121,00 -129.221.870,00
01 | 7.01.0.00.0.00.33.0001 | KELURAHAN WAUMERE 0,00 0,00 160.000.000,00 160.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00

URUSAN PEMERINTAHAN

WAJIB YANG BERKAITAN

AR 14.932.486.887,00 | 20.957.730.346,00 | 153.583.685.169,00 | 163.196.542.232,20 | 103.526.447.402,00 | 85.469.721.235,52 0,00 0,00 0,00 0,00 | 257.110.132.571,00 | 248.666.263.467,72 -8.443.869.103,28

DASAR
01 - 0,00 0,00 | 150.546.650.125,00 | 136.073.643.727,00 | 36.897.663.840,00 | 34.110.394.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 187.444.313.965,00 | 170.184.038.657,00 -17.260.275.308,00
01 | 1.01.2.22.0.00.01.0028 3¥:§ASATAP 4 TIWORO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UNSUR PENDUKUNG

ANt I 0,00 0,00 | 47.037.163.857,00 | 56.992.442.211,00 115.789.500,00 |  2.355.099.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 47.152.953.357,00 | 59.347.541.711,00 12.194.588.354,00
01 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 000 | 20.382.439.899,00 | 28.816.008.475,00 113.017.500,00 |  1.921.182.500,00 0,00 0,00 0,00 000 | 20.495.457.399,00 | 30.737.190.975,00 10.241.733.576,00
01 | 4.01.2.23.2.24.25.2503 EZﬁ'yaar; Kesejahteraan 0,00 000 | 4.106.030.000,00 |  4.066.548.365,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 | 4.106.030.000,00 |  4.066.548.365,00 -39.481.635,00

UNSUR KEWILAYAHAN 0,00 000 | 18.423.678.941,00 | 15.465.608.987,00 979.107.120,00 |  1.050.363.310,00 0,00 0,00 0,00 000 | 19.402.786.061,00 | 16.515.972.297,00 -2.886.813.764,00
01 KECAMATAN 0,00 000 | 18.423.678.941,00 | 15.465.608.987,00 979.107.120,00 |  1.050.363.310,00 0,00 0,00 0,00 000 | 19.402.786.061,00 | 16.515.972.297,00 -2.886.813.764,00

Lampiran : Hal 17



Kode

Urusan Pemerintah Daerah

Belanja

Operasi

Tidak Terduga

Transfer

Sesudah

Sebelum

Sesudah

Jumlah

Jumiah

7.01.0.00.0.00.34.0002

KELURAHAN LAPADAKU

0,00

0,00

658.621.692,00

227.246.608,00

216.650.000,00

66.650.000,00

0,00

0,00

0,00

875.271.692,00

293.896.608,00

-581.375.084,00

URUSAN PEMERINTAHAN
WAUJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN
DASAR

14.932.486.887,00

20.957.730.346,00

153.583.685.169,00

163.196.542.232,20

103.526.447.402,00

85.469.721.235,52

0,00

0,00

0,00

0,00

257.110.132.571,00

248.666.263.467,72

-8.443.869.103,28

01

0,00

0,00

150.546.650.125,00

136.073.643.727,00

36.897.663.840,00

34.110.394.930,00

0,00

0,00

0,00

0,00

187.444.313.965,00

170.184.038.657,00

-17.260.275.308,00

o1

1.01.2.22.0.00.01.0016

SMPN SATAP 2 NAPANO
KUSAMBI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01

1.01.2.22.0.00.01.0001

SMPN 1 LAWA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0§

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KETENTERAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM
SERTA PERLINDUNGAN
MASYARAKAT

0,00

0,00

7.713.953.865,00

7.777.473.812,00

320.027.000,00

550.801.000,00

0,00

0,00

0,00

8.033.980.865,00

8.328.274.812,00

294.293.947,00

1.05.0.00.0.00.07.0000

Badan Penanggulangan
Bencana Daerah

0.00

0,00

2.295.514.034,00

1.893.844.455,00

283.727.000,00

518.126.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.579.241.034,00

2.411.970.455,00

-167.270.579,00

URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR

1.100.000.000.00

1.100.000.000,00

173.693.324.061,00

156,868.518.346,00

10.401.035.330,00

5.720.740.736,00

0,00

0,00

0,00

0,00

184.094.359.391,00

162.589.259.082,00

-21.505.100.309,00

23

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KEARSIPAN

0,00

0,00

1.574.128.478,00

1.345,889.070,00

83.972.000,00

198.362.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.658.100.478,00

1.544.251.070,00

-113.849.408,00

23

223.2.24.0.00.22.0000

Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan

0,00

0,00

25.676.000,00

14.100.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.676.000,00

14.100.900,00

-11.575.100,00

URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN
DASAR

14.932 486.887,00

20.957.730.346,00

153.583.685.169,00

163.196.542.232,20

103.526.447 402,00

85.469.721.235,52

0.00

0,00

0.00

257.110.132.571,00

248.666.263.467,72

-8.443.869.103,28

05

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KETENTERAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM
SERTA PERLINDUNGAN
MASYARAKAT

0.00

0,00

7.713.953.865,00

7.777.473.812,00

320.027.000,00

$550.801.000,00

0,00

0,00

0,00

8.033.980.865,00

8.328.274.812,00

294.293.947,00

0!

a

1.06.0.00.0.00.06.0000

Saluan Polisi Pamong Praja

0,00

0,00

5.418.439.831,00

5.883.620.357,00

36.300.000,00

32.676.000,00

0,00

0,00

0,00

5.454.739.831,00

5.916.304.357,00

461.564.526,00 |

TOTAL

670.192.630.887,00

728.105.192.934,00

527.061.768.675,00

517.107.592.439,48

123.428.920.511,00

106.111.956.313,52

4.507.772.355,00

107.606.984.000,00

111.271.066.000,00

762.605.454.541,00

740.069.267.108,00

-22.536.187.433,00
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SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

Lampiran Il :

KABUPATEN MUNA BARAT
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,

TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor : 5 Tahun 2024

Peraturan Daerah

Tanggal : 29 Oktober 2024

PENDAPATAN DAERAH

JUMLAH

KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
4 PENDAPATAN DAERAH 670.192.630.887,00 728.105.192.934,00
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 35.727.453.000,00 36.727.453.000,00
4.1.01 Pajak Daerah 13.150.000.000,00 13.150.000.000,00
4.1.02 Retribusi Daerah 1.650.000.000,00 1.650.000.000,00
4.1.03 yan'g"‘ésigispaer?lf;r']o'aa” Kekayaan Daerah 522.763.000,00 522.763.000,00
4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 20.404.690.000,00 21.404.690.000,00
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 620.632.691.000,00 671.520.009.588,00
4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 597.787.691.000,00 [ 647.802.565.000,00
4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 22.845.000.000,00 23.717.444.588,00
43 Skﬁ'N"‘A'N PENDAPATAN DAERAHYANG | 13 832.486.887,00 |  19.857.730.346,00
43.03 Ketéﬁg;:ig;Z?ﬂiﬁ%i?;ﬁifgﬂ%%%an 13.832.486.887,00 |  19.857.730.346,00
BELANJA DAERAH
Urusan

Pemerintahan

: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan

:1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Organisasi

:1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi

:1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Program

:1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator Hasil

: Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemeritah Daerah

Kegiatan

:1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Keluaran

: Persentase ketersediaan bahan dan jasa pendukung kelacaran penyelenggaraan urusan pendidikan

Sub Kegiatan

:1.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
- - 0,00 0,00
- - 0,00 0,00

Kegiatan

:1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator Keluaran

: Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan
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Sub Kegiatan

:1.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 10.000.000,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 133.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Indikator Keluaran

: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 14.702.900,00
Program :1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Indikator Hasil : Indeks Pengelolaan Pendidikan
Kegiatan :1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
Indikator Keluaran
Sub Kegiatan :1.01.02.2.01.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
- - 0,00 0,00
- - 0,00 0,00
Sub Kegiatan :1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 1.064.640.000,00
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 780.000.000,00 0,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah

Indikator Keluaran

: Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun

Lampiran : Hal 20



JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 722.395.000,00
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 556.974.000,00 0,00
Sub Kegiatan :1.01.02.2.01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah
Indikator Keluaran : Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 512.000.000,00
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 520.000.000,00 0,00
Sub Kegiatan :1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 34.176.000,00
5.1.01 Belanja Pegawai 56.960.000,00 0,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 38.626.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.626.000,00 0,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 64.200.000,00
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.000.000,00 0,00
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 1.432.519.650,00
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.285.611.150,00 0,00
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0,00 644.895.000,00
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 64.312.290,00 0,00
Sub Kegiatan :1.01.02.2.01.0007 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 0,00
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 230.580.000,00 0,00

Lampiran : Hal 21



Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0009 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU

Indikator Keluaran

: Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 0,00
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 661.116.000,00 0,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0010 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah

Indikator Keluaran

: Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 0,00
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 165.279.000,00 0,00
Sub Kegiatan :1.01.02.2.01.0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
Indikator Keluaran : Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 552.670.100,00
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 165.279.000,00 0,00
Sub Kegiatan :1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah
Indikator Keluaran : Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 249.800.000,00
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 249.800.000,00 0,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 200.000.000,00
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5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 0,00
Sub Kegiatan :1.01.02.2.01.0022 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
Indikator Keluaran : Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 22.200.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.200.000,00 0,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 300.000.000,00
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 300.000.000,00 0,00
Sub Kegiatan :1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
Indikator Keluaran : Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 156.798.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 156.798.000,00 0,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 388.800.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 512.700.000,00 0,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar|

Indikator Keluaran

: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian

Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 669.911.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 708.778.000,00 0,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 5.400.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
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Indikator Keluaran

: Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 74.940.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.940.000,00 0,00
Sub Kegiatan :1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 8.576.625.450,00
5.1.05 Belanja Hibah 0,00 699.594.530,00
5.1.05 Belanja Hibah 10.764.650.000,00 0,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 728.449.120,00
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0,00 5.450.000,00
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0,00 634.530.900,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 22.000.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 22.000.000,00 0,00
Sub Kegiatan :1.01.02.2.01.0031 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar
Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 1.151.080.000,00
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.168.800.000,00 0,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0032 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar

Lampiran : Hal 24




Indikator Keluaran

: Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
- - 0,00 0,00
- - 0,00 0,00
Sub Kegiatan :1.01.02.2.01.0036 Pengembangan konten digital untuk pendidikan
Indikator Keluaran : Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 76.000.000,00
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 76.000.000,00 0,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0037 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan

Indikator Keluaran

: Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 51.680.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.680.000,00 0,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 269.890.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.890.000,00 0,00

5.1.05 Belanja Hibah 0,00 0,00

5.1.05 Belanja Hibah 250.000.000,00 0,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0039 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan

Indikator Keluaran

: Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
51 BELANJA OPERASI
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5.1.02

Belanja Barang dan Jasa

0,00

9.660.000,00

5.1.02

Belanja Barang dan Jasa

9.660.000,00

0,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0043 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan,

kekerasan, dan intoleransi

Indikator Keluaran

: Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 9.360.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.360.000,00 0,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0045 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik

Indikator Keluaran

: Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0,00 937.040.000,00
Sub Kegiatan :1.01.02.2.01.0046 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
Indikator Keluaran : Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0,00 720.015.000,00
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 720.015.000,00 0,00
Sub Kegiatan :1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru
Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 970.000.000,00
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 3.718.000.000,00 0,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Indikator Keluaran

: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
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5.2.03

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

0,00

330.965.000,00

5.2.03

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

359.965.000,00

0,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0049 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang

Pendidikan

Indikator Keluaran

: Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang

Pendidikan yang dilaksanakan

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 94.260.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.260.000,00 0,00
Sub Kegiatan :1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik
Indikator Keluaran : Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 870.272.338,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 172.190.000,00 0,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 11.590.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

Indikator Keluaran

: Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 7.349.277.000,00
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.583.955.000,00 0,00
Kegiatan :1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Indikator Keluaran
Sub Kegiatan :1.01.02.2.02.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 0,00
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.185.840.000,00 0,00
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Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU

Indikator Keluaran

: Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 780.000.000,00
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 720.000.000,00 0,00
Sub Kegiatan :1.01.02.2.02.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 925.000.000,00
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 750.000.000,00 0,00
Sub Kegiatan :1.01.02.2.02.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah
Indikator Keluaran : Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 0,00
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 0,00
Sub Kegiatan :1.01.02.2.02.0006 Pembangunan Laboratorium
Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 720.000.000,00
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 680.000.000,00 0,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0009 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah

Indikator Keluaran

: Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 0,00
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5.2.03

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

1.998.360.000,00 0,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Indikator Keluaran

: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 20.025.000,00
5.1.01 Belanja Pegawai 33.199.000,00 0,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 33.866.500,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.707.500,00 0,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 1.054.555.200,00
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.656.350.300,00 0,00
Sub Kegiatan :1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
Indikator Keluaran : Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 1.655.000.000,00
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.800.000.000,00 0,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0016 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah

Indikator Keluaran

: Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 0,00
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 658.800.000,00 0,00
Sub Kegiatan :1.01.02.2.02.0017 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
Indikator Keluaran : Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 572.355.000,00
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 380.000.000,00 0,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0018 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium
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Indikator Keluaran

: Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 260.545.000,00
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 914.085.000,00 0,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0021 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah

Indikator Keluaran

: Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 0,00
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.778.760.000,00 0,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Indikator Keluaran

: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 27.750.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.750.000,00 0,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 1.088.649.500,00
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 331.785.000,00 0,00
Sub Kegiatan :1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah
Indikator Keluaran : Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 325.000.000,00
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 250.000.000,00 0,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama

Indikator Keluaran

: Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

SEBELUM

SESUDAH

DASAR HUKUM

BELANJA DAERAH
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BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 200.000.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 0,00
Sub Kegiatan :1.01.02.2.02.0035 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
Indikator Keluaran : Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 227.700.000,00
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 227.700.000,00 0,00
Sub Kegiatan :1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
Indikator Keluaran : Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 277.530.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 277.530.000,00 0,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah

Pertama

Indikator Keluaran

: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 288.000.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.296.000.000,00 0,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah

Menengah Pertama

Indikator Keluaran

: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian

Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 489.510.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.235.760.000,00 0,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 5.400.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
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Indikator Keluaran

: Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 49.680.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.680.000,00 0,00
Sub Kegiatan :1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.116.736.340,00
5.1.05 Belanja Hibah 0,00 603.662.000,00
5.1.05 Belanja Hibah 6.340.000.000,00 0,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 427.851.000,00
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0,00 3.000.000,00
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0,00 308.750.660,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

Indikator Keluaran

: Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 10.000.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.410.000,00 0,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.590.000,00 0,00
Sub Kegiatan :1.01.02.2.02.0045 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah
Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
- - 0,00 0,00
- - 0,00 0,00
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Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0048 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk

Pendidikan
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 29.645.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.490.000,00 0,00
Sub Kegiatan :1.01.02.2.02.0049 Pengembangan konten digital untuk pendidikan
Indikator Keluaran : Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 10.000.000,00
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.000.000,00 0,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0050 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan

Indikator Keluaran

: Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 50.060.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.060.000,00 0,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 51.405.000,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.405.000,00 0,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 17.340.000,00

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 17.340.000,00 0,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0052 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan

Indikator Keluaran

: Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

SEBELUM

SESUDAH

DASAR HUKUM
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BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 9.360.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.360.000,00 0,00
Sub Kegiatan :1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 186.949.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 122.440.000,00 0,00
Sub Kegiatan :1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru
Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 0,00
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.920.000.000,00 0,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0060 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang

Pendidikan

Indikator Keluaran

: Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang

Pendidikan yang dilaksanakan

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
- - 0,00 0,00
- - 0,00 0,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0061 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik

Indikator Keluaran

: Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0,00 826.800.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0062 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik

Indikator Keluaran

: Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia
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JUMLAH

KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0,00 765.886.500,00
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 765.886.500,00 0,00
Sub Kegiatan :1.01.02.2.02.0064 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 827.827.000,00
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 170.000.000,00 0,00
Kegiatan :1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Indikator Keluaran
Sub Kegiatan :1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 840.659.000,00
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 415.869.000,00 0,00
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0,00 0,00
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 78.750.000,00 0,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.03.0003 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD

Indikator Keluaran

: Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 0,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 242.355.000,00

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 345.870.000,00 0,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.03.0004 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD

Indikator Keluaran

: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
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JUMLAH

KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 0,00
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 230.580.000,00 0,00
Sub Kegiatan :1.01.02.2.03.0011 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD
Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.625.000,00 0,00
Sub Kegiatan :1.01.02.2.03.0012 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD
Indikator Keluaran - Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.05 Belanja Hibah 0,00 120.000.000,00
5.1.05 Belanja Hibah 120.000.000,00 0,00
Sub Kegiatan :1.01.02.2.03.0013 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 51.234.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.234.000,00 0,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 260.000,00
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 260.000,00 0,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.03.0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD

Indikator Keluaran

: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
51 BELANJA OPERASI
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5.1.02

Belanja Barang dan Jasa

0,00

7.200.000,00

5.1.02

Belanja Barang dan Jasa

718.000.000,00

0,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD

Indikator Keluaran

: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian

Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 393.614.995,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 393.614.995,00 0,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 650.000,00
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 650.000,00 0,00
Sub Kegiatan :1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
Indikator Keluaran : Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 70.842.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.842.000,00 0,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 260.000,00
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 260.000,00 0,00
Sub Kegiatan :1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD
Indikator Keluaran : Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.05 Belanja Hibah 0,00 2.158.720.000,00
5.1.05 Belanja Hibah 2.158.720.000,00 0,00
Sub Kegiatan :1.01.02.2.03.0019 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD
Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 10.045.000,00

Lampiran : Hal 37




5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.045.000,00 0,00
Sub Kegiatan :1.01.02.2.03.0023 Pengembangan konten digital untuk pendidikan
Indikator Keluaran : Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 17.500.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.500.000,00 0,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.03.0024 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan

Indikator Keluaran

: Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
SEBELUM SESUDAH

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 74.285.400,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.285.400,00 0,00

5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 260.000,00

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 260.000,00 0,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.03.0025 Koordinasi, Per